
BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR jq TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN, PENGAWASAN
DAN PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta
masyarakat
memperhatikan potensi daerah;

b. bahwa bahwa dalam rangka untuk memberikan
kepastian hukum dan tertib administrasi dalam
pemungutan Pajak Daerah, perlu mengatur tentang
tata cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Pengawasan
Pajak Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemungutan, Pemeriksaan, Pengawasan dan Penghapusan
Pajak Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 56),
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56) dan Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

akuntabilitas dengandan

Mengingat



I

3. Undang-Undang Nomor 17 Tfehun J003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ,2003
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42S61. sebagaimana telab diubah beberapa kali
lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
(Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2021 Nomor
240. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4
tambahan lembaran legara Republik Indonesia Nomor
6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia.Nomor 4049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor
6881);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 259);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



;

12. IVraturan Montrri Datum Nrgrii Nonior HO Tnhun 2015
trntung lYmhentukan Produk llukum Dnetnh (Heritii
Nrgum Krpuhlik Indonesia Tatum 2015 Nomnr 20.16),
Hrltagaimnna trlnh dlubah dengan Pernturnn Menterl
Dalam Nrgerl Nomor 120 Tahtin 201 M (Mrrlta Negara
Krpuhlik Indonrnin Tatum 201H Nomor 157);

II. IVialurau Menterl Keunngan Nomor 137/ PMK.00/2022
tentang IVnghapusan Piutang Daerah yang tldak dapat
diserahkan lYngurusnnnya Krpada Pnnttia Unman I’iulaug
Negara ( Uerita Negara Kepilblik Indonesia Talmn 2022
Nomor 9*16);

14. Pernturnn Daerah Kabupnten Lampung Utara Nomor 1
Tatum 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerati Kabupnten Lampung Utara
Tahun 2022 Nomor t , Tambahan Lembaran Daerah
Kabupnten Lampung Utara Nomor 118);

15. Pernturnn Daerah Kabupnten Lampung Utara Nomor 1
Tahun 2023 tentang Pembentuknn dan Susunnn Perangknt
Daerah Kabupnten Lampung Utara (Lembaran Daerah
Kabupnten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara
Nomor 125);

16. Pernturnn Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung utara Nomor 131).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN, PENGAWASAN DAN
PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH

Menetapkan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) adalah unsur pelaksana
Pemerintah Daerah dibidang perpajakan daerah Kabupaten Lampung
Utara.
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada daerah ynng terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memnksa , berdnsarkan undang-undnng dengan tidak mendapatkan
imbalan secara lnngsung dan digunnkan keperluan Daerah bagi sebesar-
besamya kemnkmurnn rnkynt.

1 .

2 .

3.
4.

5.

6.
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V.:A . Av*.\Uh suAtu rangVauxn kegiatan mulai dan prnghimpunan
da:A ebA AtAU suWk Pa^ak pmentuan besamya Dawk > ang terutang
sarr-pai kryiAtan FYnAgxhan Dawk kr^wda Wajib Pajak serta pengaxxasan
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Surat Dembcntahuan Paiak Parrah > ang aelanjutma disingkat SPTPD
adaUh surat > ar.g o'eh Waub Pajak digunakan untuk mclaporkan
per.th.tungan dan atau pembayaran Paiak. objek Pajak dan /atau bukan
ol>rk PA A'K. dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
perpAukan Daerah peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
Surat Perr.ber.tahuan Ob;ek Paiak yang selanjutma disingkat SPOP
acalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data
subjek dan objek P33-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
und&ngan perpajakan Daerah.
Surat Seteran Pajak Derah disingkat SSPD adalah bukti yang selanjutnya
pembayaran atau penyetonan Pajak yang telah dilakukan dengan
rr.enggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Sura: Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan Pajak yang menentukan besamya jumlah pokok Pajak
yang terutang.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT
adalah surat vang digunakan untuk memberitahukan besamva kepada
Wajib Pajak.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besamya
jumlah pokok kredit Pajak. jumlah Pajak. jumlah kekurangan
pembayaran pokok Pajak. besamya sanksi administratif dan jumlah
Pajak yang masih harus dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
Pemyataan Piutang Daerah Telah Optimal selanjutnya disingkat PPDTO
adalah surat yang ditetapkan oleh pejabat pengelola Keuangan Daerah
sebagai bukti bahwa piutang daerah dengan kualifikasi macet telah
dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena
penanggung utang tidak mempunyai kemampuan unuk menyelesaikan
utang. tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak
sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
atau tidak ada kredit pajak.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari
pada jumlah pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
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Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
tagihan untuk surat melakukan pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan /atau denda.

22. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk mcnegur
Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

23. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak.

24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tubs, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan
Keberatan.

25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai
kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya
termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi
utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah
disita.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

29. Kedaluwarsa adalah terlewat dan batas waktu berlakunya sebagaimana
yang telah ditetapkan.

21.

26.

27.

Pasal 2

Tahapan dalam pemungutan Pajak adalah sebagai berikut:
a. pendaftaran Wajib Pajak;
b. tahun pajak dan masa pajak;
c. penetapan Pajak terutang;
d. pembayaran Pajak terutang;
e. pelaporan Pajak;
f. ketetapan Pajak;
g. penagihan;
h. penghapusan piutang Pajak;
i. keberatan dan banding; dan
j. pembukuan dan pemeriksaan.

BAB II
JENIS PAJAK

Pasal 3

(1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan:
a. Penetapan Bupati; atau
b. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati ( Official
Assessment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. PBB-P2;
b. Pajak air tanah; dan
c. Pajak reklame;
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(3) Jenis P(\jak yang dibayar sendiri oleh wajib Pajak ( Self Assessment)
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b terdiri atas:
a. BPHTB;
b. Pajak barangjasa tertentu jasa perhotelan;
c. Pajak barangjasa tertentu makanan dan/ntau minuman;
d. Pajak barangjasa tertentu jasa kesenian dan hiburan;
e. Pajak barangjasa tertentu jasa parkir;
f. Pajak barangjasa tertentu tenaga listrik;
g. Pajak mineral bukan logam dan batuan; dan
h. Pajak sarang burung walet;
Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berdasarkan pada perhitungan Wajib Pajak.

H)

BAB UI
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK, TAHUN PAJAK DAN MASA PAJAK

Baglan Kesatu
Pendaftaran Wajib Pajak

Pasal 4

( 1 ) Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan objek pajaknya
melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan
menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah Lampung Utara
paling lambat 30 (tiga puluh) hari keija sejak tanggal diterima.
Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan
perhitungan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf a, b dan c, wajib mendaftarkan diri kepada Bupati melalui
Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah untuk
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
tidak mendaftarkan diri, Bupati melalui Perangkat Daerah yang
membidangi urusan Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak
Daerah.
Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan:
a. data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah;

b. SPOPD tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak
ditegur secara tertulis oleh Bupati atau oleh Pejabat yang ditunjuk
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau

c. berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan lain temyata jumlah
Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung
berdasarkan SPOPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

(2)

(3)

(4)

(5)

Bagian Kedua
Tahun Pajak dan Masa Pajak

Pasal 5

( 1 ) Tahun Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
huruf a, huruf b dan huruf c.
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(2) Masa Pnjak berlaku untuk:
n. jenis Pt\jak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf
c; dan

b. jenis Pajak yang perhitungan dibayar sendiri berdasarkan oleh Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h.

Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan
untuk BPHTB.

(3)

BAB IV
PENETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Penetapan Besaran Pajak

Pasal 6

( 1 ) Besamya Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a
dan huruf b dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar
pengenaan Pajak.
Besamya Pajak terutang untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan
dasar pengenaan Pajak setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
Dasar pengenaan Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
meliputi:
a. nilai sewa reklame untuk Pajak reklame;
b. nilai perolehan air tanah untuk Pajak air tanah; dan
c. NJOP untuk PBB-P2.

(2)

(3)

Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Paragraf 1
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pasal 7

Tata cara pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh rangkaian yang harus
dilakukan mulai dari pendaftaran, pendataan, penerbitan, penyampaian
dan penagihan PBB-P2.
Tata Cara Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. penentuan klasifikasi dan besamya nilai objek Pajak sebagai dasar

pengenaan PBB-P2;
b. bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPOP;
c. tata cara penerbitan dan penyampaian SPPT;
d. bentuk, isi dan tata cara penagihan dan SSPT;
e. tata cara pembayaran PBB-P2, pembayaran dengan angsuran dan

penundaan pembayaran serta tempat pembayaran pajak;
f. tata cara penghapusan piutang PBB-P2 yang sudah kedaluarsa;
g. tata cara mengajukan keberatan, banding dan gugatan pajak PBB-P2;
h. tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan keringanan pajak;
i. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
j. tata cara pemeriksaan PBB-P2; dan
k. tata cara penyegelan.

( 1 )

(2)



(3) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP:
a. jika nilai perolehan objek pajnk tidnk diketahui atau lebih rendah dari

pada NJOP, maka yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 adalah
NJOP;

b. dalam hal NJOP PBB-P2 belum ditetapkan saat terhutangnya Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, NJOP PBB-P2 dapat
didasarkan pada surat keterangan NJOP PBB-P2;

c. surat keterangan NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf b
adalah sifat sementara; dan

d. surat keterangan NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf c
dapat diperoleh di kantor Badan Pendapatan Daerah.

(4) Besamya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap
3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan
setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.

(5) Besamya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar
Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

(6) Besamya nilai minimal PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima
belas ribu rupiah), dan dapat ditetapkan kembali pada tahun berikutnya
dengan Keputusan Bupati.

(7) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
a. Tarif PBB-P2 atas objek pajak berupa lahan produksi pangan dan

temak ditetapkan sebesar 0,2% per tahun.
b. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,25% untuk NJOP sampai dengan

Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) per tahun.
c. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,35% untuk NJOP

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan
Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) per tahun.

d. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,4% untuk NJOP
Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) sampai dengan
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tahun.

e. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% untuk NJOP diatas
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tahun.

(8) Besaran pokok PBB-P2 yang terhutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf
b dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

(9) Nilai Jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi
Kena Pajak sebesar Rp.terlebih dahulu dengan NJOP Tidak

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Contoh:
Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa:
Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp.300.000,00/m2 Bangunan
seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp.350.000,00/m2 Taman seluas 200
m2 dengan nilai Jual Rp.50.000,00/m2 Pagar sepanjang 120 m dan
tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000,00/m2
Besamya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

(1) NJOPBumi : 800 x Rp 300.000,00 = Rp. 240.000.000,00



(2) NJOP Bangunan
a. Rumah dan garasi 400 x Rp.350.000,00 =Rp.140.000.000,00
b. Taman 200 x Rp. 50.000,00 = Rp. 10.000.000,00
c. Pngar (120 x 1,5) x Rp. 175.000,00 = Rp. 31.500.000,OO+ NJOP

Bangunan = Rp. 181.500.000,00 + Total NJOP Bumi dan
Bangunan = Rp. 421.500.000,00
NJOPPTKP = Rp. 10.000.000,00

(3) NJOP kena pajak = Rp. 411.500.000,00

(4) tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,25%

(5) PBB terutang : 0,25% x Rp. 411.500.000,00 = Rp. 617.250,-
(10) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan

ditentukan sebagai berikut:
a. NJOP berupa tanah adalah sebesar nilai konversi setiap zona nilai

Tanah kedalam Klasifikasi, Pengelolaan dan ketentuan nilai jual
permukaan bumi (tanah) sebagaimana dimaksud pada Lampiran I
Peraturan ini;

b. NJOP berupa Bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya
pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi
penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian kedalam klasifikasi,
pengelolaan dan ketentuan nilai jual bangunan sebagaimana
dimaksud pada Lampiran II Peraturan ini; dan

c. dalam hal ada objek pajak yang nilai jual per M2 nya lebih besar dari
ketentuan NJOP yang telah ditetapkan maka nilai NJOP yang teijadi
dilapangan tersebut ditetapkan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi
dan Bangunan.

(11) Besarnya NJOP atas objek pajak usaha bidang perikanan darat
ditentukan sebagai berikut:
a. areal pembudidayaan ikan adalah sebesar NJOP berupa tanah

disekitamya dengan penyesuaian seperlunya ditambah standar biaya
investasi tambak menurut jenisnya;

b. areal emplasemen dan areal lainnya adalah sebesar NJOP berupa
tanah disekitamya dengan penyesuaian seperlunya; dan

c. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar NJOP sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (1) huruf b.

(12) Besarnya NJOP atas Objek yang bersifat khusus ditentukan sebagai
berikut:
a. area tanah adalah sebesar NJOP berupa tanah disekitamya dengan

penyesuaian seperlunya;
b. area perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf

serta tempat rekreasi adalah sebesar nilai jual yang ditentukan
berdasarkan korelasi garis lurus kesamping dengan klasifikasi nilai
jual pajak permukaan bumi berupa tanah sekitamya; dan

c. objek pajak berupa bangunan adalah sebesar NJOP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.

(13) Besarnya NJOP perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri,
lapangan golf serta tempat rekreasi, penggolongan NJOP ditentukan dari
hasil Penilaian Individual.

(14) Besarnya NJOP atas objek pajak yang bersifat khusus atau objek lainnya
dapat ditentukan berdasarkan penilaian individual yang dilaksanakan
oleh pcjabat fungsional penilai atau kantor jasa penilai publik.



;15 Hasil penilaian Individual sebagaimana ditnaksud pada aval ( U. wajib
dibuai iaporan penilaian dan ditandaiangani oleh peiabat fungsiona!
kantcrjasa penilai publik yang melaksanakan penilaian.

Paragraf 2

Penentuan Klasifikasi dan Besamya NJOP

atau

Pasal S

Daerali atas nama Bupati menvusunKepala Badan Pendapatan
klasifikasi dan besamya NJOP atas permukaan bumi dan/atau bangunan
yang dirinci per Kelurahan/Desa. Keeamatan dan Kabupaten. dengan
rincian sehagai berikut:

. 1'

a. klasifikasi dan besamya NJOP atas Bumi ditetapkan berdasarkan
kriteria blok. nama jalan. kode ZNT. kelas bumi dan pengelompokan
nilai jual bumi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I Peraturan Bupati ini:

b.klasifikasi dan besamya NJOP atas Bumi ditetapkan berdasarkan
kriteria komponen jenis penggunaan bangunan. luas. type, volume,

lebar bentang. lantasi dan besamya tinggi kolom dengan fomiat
sebagaimana daftar biaya Komponen Bangunan (DBKB) yang
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini: dan

c. klasifikasi dan besamya NJOP dan bangunan dengan nilai individual
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.

(2) Klasifikasi dan besamya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikiriinkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mendapatkan
persetuiuan dari Bupati. selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

BAB V
BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPALAN

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 9

(1) Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan dapat diperoleh secara
gratis di Badan Pendapatan Daerah. Kantor Keeamatan atau Kelurahan
atau Kantor Kepala Desa setempat atau tempat lain yang ditunjuk untuk
pengambilan SPOP yang dilakukan oleh subjek pajak.

(2) SPOP diisi dengan jelas. benar dan lengkap sesuai dengan keadaan yang
sebenamya serta ditandaiangani dan disampaikan kembali kepada
Badan Pendapatan Daerah selambat-lambatnva 30 (tiga puluh) hari
setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.

(3) Wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam kolom vang
tersedia dalam SPOP.

Pasal 10

(1) Badan Pendapatan Daerah melalui Bidang PBB dan BPHTB berdasarkan
data dan hasil penelitian menvusun konsep surat himbauan pendaftaran
objek dan subjek pajak bumi dan bangunan .



Surat himbauan pendaftaran sebagaimana di maksud pada ayat ( 1 )
ditandatangani oleh Kepala Badan untuk disampaikan kepada Wajib
Pajak.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 11

Pendataan objek dan subjek pajak dilakukan dengan cam penyampaian
dan pemantauan pengembalian SPOP. identifikasi objek pajak. verifikasi
data objek pajak dan pengukuran bidang objek pajak.
Dalam —elakukan kegiatan pendataan objek dan subjek pajak dalam
rar.gka pembentukan atau pemeliharaan basis data SIKEP TAX
Pendapatan Daerah dapat bekeija sama dengan Pemerintah Pusat.
Kar.tor Penanahan dan atau instansi lain yang terkait.
Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh
pihak kedga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan
ditunjuk oleh Badan Pendapatan Daerah.

;

(3)

Pasal 12

(1) Pendataan objek dan subjek pajak dengan altematif penyampaian dan
pemantauan pengembalian SPOP adalah pendataan objek dan subjek
pajak yang hanya dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang pada
umumnya belum/tidak mempunyai peta. merupakan daerah terpencil
atau mempunyai potensi pajak relatif kecil.
Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara yaitu penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP
perorangan serta penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP
kolektif.
Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP perorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendataan objek dan
subjek pajak yang dilakukan dengan menyebarkan SPOP langsung
kepada subjek pajak atau kuasanya dengan berpedoman pada sket/peta
blok yang telah ada.
Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP kolektif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) merupakan pendataan objek dan subjek pajak
yang dilakukan dengan menyebarkan SPOP melalui Aparat
Desa/Kelurahan setelah terlebih dahulu membuat Sket/Peta Blok.
Pendataan objek dan subjek pajak dengan altematif identifikasi objek
pajak sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) adalah pendataan objek
dan subjek pajak yang dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah
mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif
objek pajak tetapi tidak mempunyai data administrasi pembukuan pajak,
di mana data tersebut merupakan hasil pendataan secara lengkap 3 (tiga)
tahun terakhir.
Pendataan objek dan subjek pajak dengan altematif verifikasi data objek
pajak Pasal 11 ayat (1) adalah pendataan objek dan subjek pajak yang
dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta
garis/peta foto dan sudah mempunyai data administrasi pembukuan
pajak hasil pendataan 3 (tiga) tahun terakhir secara lengkap.

(2)

(3)

£

(4)

(5)

(6)



Pendataan objek clan subjek pajak dengan altematif pengukuran bidang
objek pajak Pasal 11 ayat ( 1 ) adalah pendataan objek dan subjek PBB-P2
yang dilaksanakan pada daerah/vvilayah yang hanya mempunyai sket
Peta Desa / Kelurahan atau Peta Garis/ Peta foto tetapi belum dapat
digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak.

Bagian Ketiga
Surat Pemberitahuan Objek Pajak

Pasal 13

SPOP merupakan sarana untuk menyampaikan data objek maupun
subjek pajak dalam rangka pendaftaran atau pendataan objek dan subjek
pajak, maupun penilaian objek pajak.
Pengisian dengan jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
ketentuan pengisian formulir SPOP dimana penulisan data yang diminta
dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah
tafsir yang dapat merugikan Daerah maupun Wajib Pajak.
Pengisian dengan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
ketentuan pengisian formulir SPOP dimana data yang dilaporkan harus
sesuai dengan keadaan yang sebenamya, seperti luas tanah dan/atau
bangunan, tahun dan harga perolehan sesuai dengan kolom-
kolom/pertanyaan yang ada pada SPOP.
Bentuk SPOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati

(7)

( 1 )

(2)

(3)

(4)
ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT

Paragraf 1

Pembayaran Pajak

Pasal 14

( 1) Pembayaran pajak dilakukan dengan SPPT.
Pembayaran dengan SPPT apabila wajib pajak menyampaikan SPOP ke
Pemerintah Daerah melalui Kepala Badan.

Paragraf 2

Penerbitan SPPT

Pasal 15

SPOP disampaikan oleh wajib pajak kepada Bupati melalui BAPENDA
paling lama 30 (tiga puluh) hari keija setelah tanggal diterima SPOP oleh
wajib pajak.
Penerbitan SPPT dilakukan oleh Kepala BAPENDA.

Pasal 16

Penerbitan SPPT dilakukan secara massal dan individual.
Penerbitan SPPT secara massal dilaksanakan pada awal tahun pajak
untuk seluruh pada objek pajak.
Penerbitan SPPT secara individual dilakukan atas permohonan wajib
pajak yang diajukan/disampaikan secara langsung.

(2)

(1)

(2)

( 1 )
(2)

(3)



Pasnl 17

( 1 ) SPPT secnm Individual dapat dibentuk:
a. Salinan SPPT;
b. SPPT Objek Pajak Baru;
c. SPPT Mutasi; dan
d. SPPT Pembetulan.
SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.(2)

Paragraf 3

SPPT Objclc Pajak Baru

Pasal 18

( 1 ) SPPT Objek Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b
diterbitkan apabila dilakukan pendaftaran objek pajak baru yang belum
terdaftar pada administrasi BAPENDA.
SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diterbitkan sesuai
dengan tahun perolehan hak.

(2)

Paragraf 4
Salinan SPPT

Pasal 19

Salinan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diterbitkan
apabila SPPT belum diterima oleh wajib pajak pada saat penerbitan
secara massal, SPPT hilang atau rusak.

Paragraf 5

SPPT Mutasi

Pasal 20

SPPT mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c diterbitkan
apabila terdapat perubahan data objek pajak dan/atau subjek pajak.
Perubahan data objek pajak disebabkan adanya pemecahan dan/atau
penggabungan objek pajak.
Perubahan data subjek pajak disebabkan adanya peralihan hak antara
lain karena waris, jual beli atau hibah.

Paragraf 6

SPPT Pembetulan

( 1 )

(2)

(3)

Pasal 21

SPPr pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d
diterbitkan apabila terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kckeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.



Pnrngrnf 7

Surnt Kotcrnngnn NJOP

Pnsnl 22

Kepala BAPENDA ntns permohonan wajib pajak dapat mcnerbitkan Surat
keterangan NJOP apabila SPPT dalam tahun pajak beijalan belum di
terbitkan.

Paragraf 8

Pembatalan Ketetapan atas SPPT

Pasal 23

Kepala BAPENDA atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan
ketetapan SPPT sebagai akibat dari penerbitan SPPT yang tidak benar.

Penerbitan SPPT yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disebabkan antara lain:
a. SPPT ganda;

b. objek pajak tidak ada;

c. objek pajak/subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum;
dan/atau

d. penetapan sebagai wajib pajak atas suatu objek pajak yang belum
diketahui wajib pajaknya.

( 1 )

(2)

Paragraf 9

Penandatanganan SPPT

Pasal 24

SPPT ditandatangani Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk.
Penandatanganan SPPT yang diterbitkan secara massal dilakukan
dengan:

a. cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan untuk objek pajak
dengan ketetapan pajak sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta
rupiah);

b. tandatangan basah untuk objek pajak dengan ketetapan pajak lebih
dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan

c. Penandatanganan dapat dilakukan dengan cara Tandatangan
Elektronik (Barcode).

Penandatanganan SPPT yang diterbitkan individual dapat dilakukan
dengan:
a. cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan untuk objek pajak

dengan ketetapan pajak sampai dengan Rp. 500.000.00 ( lima ratus
ribu rupiah); dan

b. tandatangan basah untuk objek pajak dengan ketetapan pajak lebih
dari Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah); dan

c. Penandatanganan dapat dilakukan dengan cara Tandatangan
Elektronik (Barcode).

( 1 )

(2)

(3)



Paragnf 10

Penyampaian SPPT dan Tanggal Jatuh Tempo
Pembavaran Pajak

Pasal 25

SrfT yar.g diterbitkan disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak
a:au dapat melalui petugas tingkat Kecamatan/ Kelurahan/ Desa.
Wajib Pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan

kan tanggal diterimanya SPPT tersebut.

Pasal 26

Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang ditentukan dalam
jangka waktu paling lama 6 (enaml bulan sejak diterimanya SPPT.

1

mencantu:

ill

Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang dituangkan dalami 2‘

SPPT.

Paragraf 11

Persjraratan
&

Pasal 27

Wajib pajak mengajukan permohonan penerbitan SPPT secara individual,
surat keterangan NJOP dan pembatalan ketetapan SPPT secara tertulis
kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA dengan mengisi formulir ysng
telah disediakan.

Pasal 28

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilampiri dengan
persvaratan administrasi sebagai berikut:
a. Penerbitan SPPT secara individual:

1. Salinan SPPT:
a) fotokopi identitas pemohon;
b) surat kuasa bagi yang diberi kuasa:
c) fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
d) surat keterangan SPPT rusak atau hilang dari Kepala

Desa/Lurah setempat; dan
e) bukti pembayaran PBB 5 (lima) tahun sebelumnya.

2. SPPT objek pajak baru:
a) fotokopi identitas pemohon;
b) surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
c) SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan

ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
d) fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
e) fotokopi SPPT tetangga;
f) denah lokasi objek pajak yang berbatasan langsung; dan
g) fotokopi IMB (jika ada).

3. SPPT mutasi objek/subjek pajak:
a) fotokopi identitas pemohon;
b) surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
c) SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan

ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
d) fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
e) fotokopi SPPT tetangga;
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Pnmil 30

mcngnbulknn permohonnnDalam 1ml Keputusan Kepala Badan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dlgunnknn aebagai
dasar.

( 1 )

a. pcmutakhiran basis data wajib pajnk pada Bapenda; dan
b. penerbitan SPPT secara individual.
Keputusan Kepala Badan Pondapatnn Dacrah incngabulknn permohonnn
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, divvujudkan
dalam bentuk penerbitan SPPT atau surat keternngan NJOP.
Keputusan Kepala Badan incngabulknn permohonnn dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

(2)

(3)

Bnglan Kclima

Surat Pemberltahuan Pajak Terutang (SPPT)
Dasar Penerbitan SPPT

Pasal 31

SPOP tidak disampaikan wajib pajak dalam jangka 30 (tiga puluh) hari
dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Badan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain temyata jumlah
pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah yang dihitung berdasarkan
SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Pasal 32

(1)

(2)

Penerbitan SPOP dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran
diterima oleh wajib pajak.
Penerbitan SPOP dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(2) didasarkan laporan hasil pemeriksaan Kantor atau lapangan yang
dilakukan oleh BAPENDA.

( 1 )

(2)

Bagian Keenam
Bentuk, Isi dan Tata Cara Penagihan

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Pasal 33

Pembayaran Pajak yang terhutang dilakukan dengan menggunakan
SPPT.
Jika wajib pajak telah menerima SPPT maka wajib pajak segera
menyetorkan pajak terutang kepada Bank yang ditunjuk BAPENDA
Kabupaten Lampung Utara dan menerbitkan Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) sebagai bukti pelunasan pajak terhutang yang telah divalidasi oleh
pihak penerima (Bank atau Bendahara Penerima).
Jika wajib pajak tidak menyetorkan pajak terhutang sejak menerima
SPPT sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari keija maka akan
dibuatkan surat teguran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

( 1 )

(2)

(3)



I’t'Nul ri'i

Piutnng I ’ajuK yang lidak iiiinigkln dllaglli Ingl karma link unluk
molnkllkan pmaglhnn ruidah krdaliiwnrsn dapal dilinpu* npnbiln
a . pajak oiling prlbadl alaii pmnngi'img pajak m'- nlnggaf diinin Man

tidnk mempunvnl limtn wailium aiun kekaynan ;
h. wnjlb pt \ jnk nrnng prlbadl iilnu pennriggung pajak lidak Mapai

ditemuknn; dan
r . pajak badan bulmr, llkuldasl atau palllt dan pennriggung pajak

lidak dapat dllcmukaii.
Buglun Ketujuh

Tutu Cura Puiubuyuruu Angfiurun iluti Ponundiiiin Pembuyuran

I'uuul 05

Pembayaran PBB-P2 terutang untuk wajib pajak pcrkotaan dilakukan di
TP ntau TP elektronik;
Dalnm hal PBB-P2 tcrutnng dipungut olch pctugas pemungut, setiap hari
kerja pctugas pemungut wajib menyetorkan basil pungutan PBB terscbut
ke TP, kecuali hari libur disetor pada hari kerja berikutnya.

0 )

(2)

Bnglan Kcdclapan

Pcmbayarnn dengun Angsuran dan Ponundaan
Pasal 36

Pembayaran pajak yang terutang dengan angsuran dan penundaan
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (Satu persen)
per bulan.

Bagian Kescmbilan

Tcmpat Pembayaran PBB
Pasal 37

Pajak Bumi dan Bangunan terutang dibayarkan melalui bank atau
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
Penunjukan Bank Operasional ditetapkan oleh Bupati.
Pembayaran PBB-P2 terutang untuk wajib pajak dilakukan di Tempat
Pembayaran atau Tempat Pembayaran Elektronik.

( 1 )

(2)
(3)

BAB VI

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN
CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 38

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah
Nilai Perolehan Objek Pajak.
Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
hal:
a. Jual beli adalah harga transaksi yang wajar, setiap permohonan

BPHTB wajib divalidasi oleh BAPENDA;
b. Apabila dari basil penelitian terdapat kurang bayar maka BAPENDA

menerbitkan Surat Kctctapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

( 1 )

(2)



o. llihnh adalah nilai pnsar;
d . Hibah wasiat adalah nilai pnsar;
c. Waris adalah nilai pasar;
f. Pemasukan dalam pcrseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai

pasar;
g. Pcmisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar,

h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hukum yang mempunyai
kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;

i . Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dan pelepasan
hak adalah nilai pasar;

j. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
k. Peleburan usaha adalah nilai pasar;
l. Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
m. Hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
n. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang

tercantum dalam risalah lelang.
Jika nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
hurup a sampai dengan hurup n tidak diketahui atau lebih rendah dari
pada nilai juad Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi
dan Bangunan pada tahun teijadi perolehan dasar pengenaan yang
dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
Besamya nilai perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling
sedikit sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk
perolehan Hak Pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat
terutangnya BPHTB.
Dalam perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang
pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan
pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri, nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta
rupiah).

( 1 )

(2)

(3)

Pasal 39

Tarif Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar
5 % (lima persen).
Tarif Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan
sebesar 0 (nol) % dikhususkan untuk proyek strategi nasional dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

( 1)

(2)

Pasal 40

Besaran Pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
terutang dihitung dengan cara
dimaksud dalam pasal 38 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek
Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

BAB VII

RUANG LINGKUP

yang
mengalikan tarif sebagaimana

Pasal 41

( 1 ) Tata cara pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian prosedur
yang harus dilakukan dalam menerima menatausahakan dan
melaporkan penerimaan BPHTB.



(2) Prosedur sebagnimnna dimaksud pada nyat ( 1 ) adalah:
a. Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak Ataa tanah dan /atau

bangunan.
b. Prosedur pembayaran BPHTB.

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah SSPD BPMTB.
d. Prosedur pelaporan BPHTB.
e. Prosedur penagihan; dan
f. Prosedur pengurangan.

c.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Prosedur Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 42

(1) Wajib Pajak mengurus akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan melalui PPAT atau Pejabat Lelang sesuai peraturan
Perundang-undangan.

(2) PPAT/Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek pajak yang haknya
dialihkan.

*e>

Pasal 43

Wajib pajak menghitung dan mengisi Formulir SSPD dari BAPENDA
yang disiapkan oleh PPAT/ Notaris atau Pejabat Lelang.

Pasal 44

Tata cara pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan adalah sebagai berikut:
a. Wajib pajak menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak

atas tanah dan/atau bangunan dan kemudian mengajukan
permohonan pengurus akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan kepada PPAT/Notaris/Pejabat lelang;

b. PPAT/ Notaris atau Pejabat Lelang menerima permohonan pengurusan
akta dan/atau bangunan dari wajib pajak dan kemudian memeriksa
dan mengajukan pemeriksaan kepada kantor Pertanahan;

c. Kepala Kantor pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan
PPAT/Notaris/Pejabat Lelang untuk melakukan pemeriksaan objek
pajak dan menyerahkan kembali kepada PPAT/ Notaris/Pejabat
Lelang;

d. PPAT/Notaris atau pejabat Lelang menerima data objek pajak dari
Kepala Kantor Pertanahan dan memeriksa kebenaran data objek
pajak dengan membandingkan dokumen pendukung perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan dan data objek pajak dari Kepala
Kantor Pertanahan;

e. PPAT/ Notaris atau Pejabat Lelang menyiapkan dan menyimpan draft
akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan;

f. PPAT/ Notaris atau Pejabat Lelang menerima Formulir SSPD-BPHTB
dari Bapenda Kabupaten Lampung Utara; dan



g. Setelah kelengkapan dokumcn serta kebenaran data objek pajak

terpenuhi dan besaran nilai BPHTB terutang dihitung, maka

PPAT/ Notaris atau Pejabat Lelang mcngisi Informasi objek pajak dan

nilai BPHTB terutang kc dalam formulir SSPD dan mcnandatangani

sesuai dcngan kolom tanda tangan yang tersedia.

Pasal 45

SSPD serta badan alurdan petunjuk pengisianBentuk
pengurusan Akta pemindahan Hak atas tanah dan/atau bangunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua

Prosedur Pembayaran BPHTB

Pasal 46

Wajib pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib
pajak melalui bank yang ditunjuk.
Tata cara pembayaran BPHTB oleh wajib pajak adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

( 1 )

r.
(2)

(3)

Bagian Ketiga

Prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Pasal 47

Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Kasubid Penagihan PBB dan
BPHTB Badan Pendapatan daerah.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kebenaran Informasi yang tercantum dalam SSPD; dan
b. Kelengkapan dokumen pendukung dari SSPD sebagaimana ketentuan

peraturan Perundang-undangan.
Setelah dilakukan penelitian kelengkapan berkas diteruskan Kepala Sub
bidang perbitan dan penyampaian SPT PBB untuk diterbitkan SSPD
BPHTB selanjutnya SSPD BPHTB diserahkan kepada Sub bidang
Penagihan PBB dan BPHTB untuk di paraf dan kemudian diserahkan ke
Kabid PBB dan BPHTB untuk ditandatangani, kemudian diserahkan ke
Wajib Pajak.
Jika ditemukan permasalahan atau ketidakwajaran data dan fakta yang
ada dilapangan maka Kabid PBB dan BPHTB dapat meminta kepada
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian
penelitian ulang dan bila perlu dilaksanakan pemeriksaan lapangan.

Pasal 48

(1 )

(2)

(3)

untuk dilakukan

Dokumen pendukung untuk penerbitan SSPD BPHTB.
Wajib pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang
dibutuhkan untuk penelitian SSPD selanjutnya diserahkan ke BAPENDA
dokumen sbb:
a. Akte jual beli atau akta Hibah yang dikeluarkan oleh

PPAT/ Notaris;



It , Koillilllli |>rrtiiiohonnn prMirrlifInn MMPD BPHTB.
c , Polo i « »|» y Idnnlllim Wnjlb pujnk ;
( I . Hural kunsii dari wnjlb pajak dim folotvpy Identlfas pene/ ima kuaea
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( A

Huglan Kooinpat

Prodoiiur Polaporan BPHTB

PMHUI 49

Polaporan BPHTB dllakukan oloh bidang Polaporan dan Penagihan.
Polaporan BPHTB bortujuan untuk membcrikan informasi tentang
rcalisasi penorimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Arili Daerah
( PAD).
Kepala Sub Bldang Penagihan PBB dan BPHTB berkoordlnaai dongan
Bidang Penagihan dan Polaporan tentanghasil pembayaran BPHTB.
liidang Penagihan monorima laporan penorimaan BPHTB dari Bank yang
ditunjuk paling lambat 10 (sepuluh) bulan borikutnya.
PPAT/ Notaris atau pejabat Lelang menyampaikan laporan pembuatan
akta tanah pemindahan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau risalah
lclang kepada Bupati Lampung Utara mclalui Badan Pendapatan Daerah
paling Lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan
formulir.

( I )

(2)

(3)

(4)

(5)

Bagian Kclima

Proscdur Penagihan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 50

Proscdur Penagihan dilaksanakan melalui Pcnetapan STPD dan /atau
SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
STPD dan/atau SKPDKB dan /atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1 ) dapat diikuti dengan surat teguran dan /atau surat paksa
jika diperlukan,

Pcnetapan ATPD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan fungsi pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah

memcriksa STPD atas BPHTB terutang yang tidak atau kurang bayar,
salah tub's, salah hitung dan kena bunga atau denda;

b. Terhadap STPD yang ternyata tidak/atau kurang bayar Bapenda
menetapkan STPD;dan

c. Wajib pajak monorima STPD dan membayarkan BPHTB terutang sesuai
dengan proscdur pembayaran BPHTB.

Pcnetapan SKPDKB dan/atau SKPDKBT dilaksanakan dengan tahapan
sebagai berikut:
a. Pelaksana fungsi pelayanan pada BAPENDA memcriksa setiap SSPD

yang telah berjangka waktu 5 (lima) tabun sejak bayar oleh Wajib
Pajak termasuk memcriksa nilai BPHTB;

I ). Terhadap 8PTPD yang ternyata kurang dan/atau kurang bayar
lambahan BAPENDA menetapkan SKPDKB dan /atau SKPDKBT; dan

( 1 )

( A

(3)

(4)



c. Wajib Pajak atau SKPDKBT dan
pembayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosed ur pern bayaran
BPHTB.

menerima SKPDKB

Pnr.nl 51

Penerbitan surat teguran dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan Surat

Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan

jumlah pajak yang harus dibayar merupakan dasar penagihan
pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)

bulan sejak ditetapkan;

b. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan Surat
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka dalam waktu 15
(lima belas) hari sejak jatuh tempo BAPENDA menghubungi dan
melakukan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar melunasi
BPHTB yang masih terutang;

c. setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo atas permintaan
penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib

Pajak yang di setujui maka BAPENDA dapat melakukan pendekatan
persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih

terutang; dan

d. setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan
penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib

pajak yang tidak disetujui, maka BAPENDA menerbitkan surat
teguran.

Bagian Keenam

Prosedur Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan

c Pasal 52

Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib pajak dan disampaikan kepada
fungsi pelayanan untuk diteliti.

Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

( 1)

(2)

Pasal 53

Tata cara permohonan pengurangan BPHTB adalah:
a. Wajib pajak mengirimkan surat pengajuan pengurangan BPHTB

yang dilampiri dengan dokumen pendukung dan Salinan
ketetapan BPHTB kepada BAPENDA; dan

b. wajib pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan
pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

Bagan alur penetapan keputusan pengurangan BPHTB sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

( 1 )

(2)



11A1I IX

KKTRNTUAN LAIN

I'lisul r.-i
IVjabat IVmbuat Akta Tanah / Notaris hanya dapnt mounndntangnni
akad pemindahan HAK Atas tanah dan Bangunan aetelah vvajlh pajak
metvyerahkan luikti pembtvyaran pi\iak ,

Kcpala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapnt
menandatangani risalah lelang IVrolehan link Atas Tanah dan llangunan
setelah \vt\jib l't \ jak menyernhknn buktl pembaynrnn pr\ jak.
Kepaln kantor IVrtanahan hanya dapat melakukan pendaftnrnn Halt Alas
Tanah dan/atau pendaftaran pornlihan Halt Alas Tanah dan Bangunan
setelah \vj\ jib pt\jak ntenyerahkan buktl pembaynrnn pt\jalt .

Pasal 55

(D

(2)

(3)

( D IVjabat IVmbuat Altta Tanah/ Notaris dan Kepnla kantor yang
membidangi pelayanan Hang negara yang melnnggnr ketenlunn dalam
Pasal l -I Ayat ( l ) dikenakan sanksi adminstrntifberupn dentla sehesar Rp
7.500.000,- (ttyuh juta lima rat us rihu tuplab).
IVjabat pembuat altta tanah/notarla dan Kepaln Kantor yang membidangi
pelayanan lelnng nogam yang melnnggnr ketentunn Pasal 14 ayat (•!)
dikenakan sanksi administratif berupa dendn sehesar Rp,2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu rupiah).
Kepnla Kantor bidang IVrtanahan yang melnnggnr ketentunn dikenakan
sanksi sesuni dengan pernturnn perundnng-undnngnn.

Pasal 56

(2)

(3)

Pajak Harangvlasa Tertentu (PBJT) tordiri atas:
a. I’tyjak Jasa Perhotelan;
b. Pajak Jasa Makanan dan /atau Minumau;
c. P<\jnk Jasa Keseninn dan Hihuran;
d. Pi\jak Jasa Parkir; dan
e. Pajak Jasa Tenaga kistrik.
Pajak Bar&ng Jasa Tertentu (PBJT) Jasa IVrhotelan scbagaimana
dimaksud Pasal 54 ayat ( l ) hurut' (a) adalah merupakan pajak atas setiap
pelayanan yang disediakan atas jasa perhotelan.
Objek Pajak Jasa Perhotelan adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel
dengan pembavaran, termasukjasa pcnunjang sebagai kelengkapan hotel
yang sifatnya memberikan kemudtdmn tian kenyamanan, termasuk
fasilitas olahraga dan hihuran.
Objek ptyjak sebagaimana dimaksud pada ayat (.1) meliputi:

i. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek Witam lain
gubuk pnrivvisntn (cottage), Villa yang disewakan, motel, glamping.
Wisma parivvisata, pesanggemhan, losmen, rumah penginapan, rumah
singgah, termasuk rumah kos dengan jumlah Itamar 5 (lima) atau lebih
yang menyediakon fasilitas seperti rumah penginapan discsuaikan
dengan Peraturan Daerah.

( l )

(2)

(3)

(•I )



o. Jasa pclayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) antara lain ,
tempat menyantap makanan dan / atau minuman , tclepon, faximile,
teleks, foto copy, pclayanan cuci dan transportasi yang disediakan atau
dikelola hotel.

c. Fasilitas olah raga dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
antara lain pusat kebugaran, kolam renang, tenis, koraoke, Pub.
Diskotik yang disediakan atau dikelola hotel; dan

d . Jasa persewaan, ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
(5) Tidak termasuk pajak jasa perhotelan adalah;

a. Jasa Tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau
pemerintah Daerah;

b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
c. Jasa Tempat tinggal dipusat pendidikan atau keagamaan;

d. Jasa Tempat tinggal dirumah sakit, asramaperawat, pantijompo, panti
asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

e. Jasa biro peijalanan atau peijalananan wisata yang diselenggarakan
oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

(6) Subjek pajak jasa perhotelan adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang
menggunakan hotel

(7) Wajib Pajak jasa perhotelan adalah orang atau badan yang
mengusahakan hotel

(8) Dasar pengenaan Pajak jasa perhotelan adalah jumlah pembayaran atau
seharusnya yang dibayar kepada hotel.

(9) Tarif pajak jasa perhotelan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
(10) Besaran pokok pajak jasa perhotelan yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan tarif pajak jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Pasal 57

( 1 ) Pajak Jasa Makanan dan /atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 ayat ( 1 ) huruf (b) dipungut atas setiap pclayanan oleh penyedia
jasa makanan dan/atau minuman.

(2) Objek Pajak Makanan dan /atau Minuman adalah pelayanan yang
disediakan oleh penyedia jasa makanan dan/atau minuman.

(3) Pelayanan yang disediakan oleh Penyedia Jasa Makanan dan/atau
Minuman sebagaimana di maksud pada ayat (2) mcliputi pelayanan
penjualan makanan dan /atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli,
baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.

(4) Termasuk dalam objek pajak Makanan dan /atau Minuman sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mcliputi:
a. Makanan dan/atau minuman;
b. Rumah makan;
c. Kafctaria;
d. Kantin;
e. Warung;



f. Depot;
g. Unr;
h . Pttjnsrrn/ Kood Court ;
i. Toko Roti/ Mnkery; dun
j. Jnsn Hogn / Knteriug.
Dikmmliknn ilurl objek pmln pajak mukannu ( laii / nlim uiiimimm
sabagaimana dimnksud aval (.’) ndaluh pt'layanan yang diacdlnknn oldi
Penvedin JasA Mukanan dao /atau Mimiinnn yang niliti Junlnyn lldak
melebihi Rp. 3,000.000.00, ( tignjutn rupiah) sotinp bulannyn ,

Subjek I’ajak makannn dan /atau mlnuaiau adalah orong pribadi nlau
badnn yang membeu innkan dan/atau niinuman dnrl penyedia jasa
makannn dan /atau mimunau.
(a) VVajil) pajak makanan dan/atau minURinn adalah ornng pribadi atau

badan yang mengusahakan / menyodiakan jasn makanan dan/otau
minuman; dan

(b) Satuan Kerja Perangkat Dacrah (SKI’D), Pemerintah Dean, Unit
Pclayannn Teknia Daerali (UPTD), sckolah dan aebagainya yang
mempunyai kegiatan makan dan minum (Jasa Doga).

Dasar pengenaan pqjak makanan dan/atau minuman adalah jumlah
pembayaran yang diterima atau yang scharusnya di tcrima oleh penyedia
makanan dan /atau minuman.
Tarif pajak makanan dan /atau minuman sebesar 10 % (sepuluh person).
Besaran pokok pajak makanan dan minuman yang terhutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif pajak makanan dan /atau minuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(0)

(7)

(8)

(9)
( 10)

Pasal 58

( 1 ) Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
ayat (1) huruf (c) dipungut atas penyediaan jasa kesenian dan hiburan.
Objek Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan adalah penyedia jasa kesenian
dan hiburan dengan dipungut bayaran.
Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , adalah:
a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang

dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
c. kontes kecantikan;
d . kontes binaraga;
c. pameran;
f. pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap;
g. pacuan kuda dan pcrlombaan kendaraan bermotor;
h. permainan ketangkasan;
i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ ruang dan/atau

peralatan dan pcrlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana

budaya, wahana salju , wahana permainan, pcmancingan, agrowisata,
dan kebun binatang;

k. panti pijat dan pijat reflcksi; dan
l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa.
Subjek Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan adalah orang pribadi atau
badan yang menikmati jasa kesenian dan hiburan.

(2)

(3)

(4)

i



(5) Wajib Pajak Jasa Kescnian clan Hiburan adalah orang pribadi atau badan
yang mcnycdiakan jasa kescnian dan hiburan.
Dasar pcngenaan Pajak Jasa Kescnian dan Hiburan adalah jumlah
pendapatan yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyedia
jasa kescnian dan hiburan.
Jumlah pendapatan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
termasuk potongan harga tiket cuma-cuma yang diberikan kepada
penerima jasa kesenian dan hiburan.
Tarif Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
a. Tarif jasa kesenian dan hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh

persen);
b. Khusus tarif jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar,

dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
dan

c. Tarif jasa kesenian dan hiburan yang bersifat non komersial
ditetapkan sebesar 0% (nol persen).

Besaran pokok pajak jasa kesenian dan hiburan yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif pajak jasa kesenian dan hiburan
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(6)

(7)

(8)

(9)

Pasal 59

Pajak Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf
(d) dipungut atas setiap penyediaan atau penyelenggaraan jasa parkir.
Objek pajak jasa parkir adalah penyediaan atau penyelenggaraan jasa
parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan atau
penyelenggaraan jasa penitipan kendaraan bermotor.
Penyediaan dan penyelenggaraan jasa parkir sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi:
a. Gedung parkir;
b. Peralatan parkir;
c. Penyediaan jasa penitipan kendaraan bermotor;
d. Garasi Kendaraan Bermotor yang memungut bayaran;
e. Bangunan/Lahan umum yang digunakan untuk lahan parkir; dan
f. Pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
Tidak termasuk objek pajak jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah:
a. Penyedia jasa parkir oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;

dan
b. Penyedia jasa parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk

kaiyawannya sendiri.
Subjek pajak jasa parkir adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan parkir kendaraan.
Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan
atau menyelenggarakan jasa parkir.
Dasar pengenaan pajak jasa parkir adalah jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar kepada Penyedia atau penyelenggara jasa parkir.
Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan
kepada penerima jasa parkir.

( 1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)



IVmbAYHrnn parkir dibaynr srhagnimnna dimaksud pada fiyal (7) adalah
jenis pernbaynran untuk parkir tetap, progrrsif, valet dnn parkir khusus
penyediaan pcmiipati kendaraan bermotor .

Oanar hal penyrlrnggarnmi jasa parkit tldak memungut sewn parkir
kri^ula |>rnriima jasa parkir , rnaka dasar pengenaan pajak parkir
nrhagaimana dimakaud pada ayat (7) dihitung dengan rnernperhatikan
luaa area parkir, jumlah rata- rata kendaraan yang diparkir setiap hari,
pimlah hari operational dan jenis sewa parkir tetap.

Hesamya tarif jasa parkir tetap sebagaimana dimakaud pada ayat (7)
diatur aebagai berikut:
a Krndaraan truk dengan gandengan, triler atau kendaraan lain yang

sejenis, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
b. Kendaraan truk, bus dan alat besar/ berat atau kendaraan Iain yang

sejenis, sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
c. Kendaraan truk mini dan kendaraan lainnya yang sejenis, sebesar

Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
d. Kendaraan mobil sedan, pick up, atau kendaraan Iain yang sejenis,

sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
c. Kendaraan sepeda motor, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah); dan
f. Kendaraan sepeda, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).
Tarif pajak jasa parkir ditetapkan sebagai berikut:
a. Penyedia atau Penyelenggara jasa parkir yang memungut parkir dan/

atau tidak memungut parkir dikenakan pajak jasa parkir sebesar
10 % (sepuluh persen ) dari jumlah yang seharusnya dibayar kepada
penyedia atau penyelenggara jasa parkir; dan

b. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada
penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir progresif
dikenakan pajak parkir sebesar 25 % (Dua puluh lima persen) dari
jumlah pembayaran.

Besaran pokok pajak jasa parkir yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (12)
dengan pengenaan pajak sebagaimana pada ayat (7).
Pajak jasa parkir yang terutang dipungut diwilayah daerah penyedia atau
penyelenggara jasa parkir beroperasi.

Pasal 60

('»

(10)

H I )

( 12 )

( 13)

( 14)

Pajak Tenaga Listrik dipungut atas setiap penggunaan tenaga listrik.

Objek Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
Listrik yang dihasil sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
seluruh pembangkit tenaga listrik.
Dikecualikan dari objek Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah:
a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi pemerintah dan pemerintah

Daerah;
b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh

kedutaan , konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas

tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
d . Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat

Ibadah dan fasilitas sosial .

( 1 )
(2)

(3)

(4)



Pasal 61

( 1 ) Subjek Pajak Tenaga listrik adalah orang pribadi atau badar. yang dapai
menggunakan tenaga listrik.
Wajib pajak tenaga listrik
menggunakan tenaga listrik.
Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber Iain, wajib pajak tenaga
listrik adalah penyedia tenaga listrik.

(2) adalah orang pribadi j.-ang5.-2.LI

(3)

Pasal 62

( 1 ) Dasar pengguna Pajak tenaga listrik adalah nilai jual tenaga listrik.
Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut:
a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran.

nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap
ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan
dalam rekening listrik; dan

b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri. nilai jual Tenaga Listrik
dihitung berdasarkan kapasitas tersedia. tingkat penggunaan listrik.
jangka waktu pemakaian dan harga satuan listrik yang berlaku di
daerah.

Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud dari alat pembangkit sendiri
pada avat (2) huruf b, ditetapkan oleh bupati yang sewaktu-waktu dapat
berubah dengan berpedoman pada penyesuaian tarif dasar listrik oleh
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

(2)

(3)

Pasal 63

Tarif Pajak Barang Jasa Tertentu Tenaga Listrik:
a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain, termasuk

PLN bukan untuk Industri adalah 10 % (sepuluh persen):
b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri

pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 °o
(tiga persen); dan

c. Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Ditetapkan sebesar
1,5 % (satu koma lima persen).

Bagian Kesatu

Perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik

Pasal 64

Untuk tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan
memasang alat ukur, perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik adalah basil
perkalian dari jumlah KWh pemakaian tenaga listrik, Faktor Daya (FD),
dan Harga Satuan Listrik dengan rumus:

( 1 )

NJTL = Jumlah Kwh / bulan x FD x Harga Satuan Listrik

Untuk tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan
tidak memasang alat ukur, perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik adalah
hasil perkalian Kapasitas Daya Pembangkit, Faktor Daya, Jam Nyala dan
Harga Satuan Listrik dengan rumus:

(2)

NJTL = kVA x FD x Jam Nyala x Harga Satuan Listrik



(3) Untuk tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri sebagai
cadangan, perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik adalah hasil perkalian
Kapasitas Daya Pembangkit, Faktor Daya, dan Biaya Beban berdasarkan
golongan daya dengan rumus:

NJTL = kVA x FD x Biaya Beban atas daya

Perhitungan Faktor Daya (FD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62,
untuk penggunaan tenaga listrik meliputi:
a. Jika menggunakan alat ukur, FD dihitung dari perbandingan atas

jumlah daya output pembangkit listrik dengan kapasitas daya
pembangkit berdasarkan rumus : FD = Kwh / Kva

b. Jika tidak menggunakan alat ukur, FD dihitung dari standar koefisien
efisiensi pembangkit yaitu <p = 0,85; dan

c. Untuk pembangkit sendiri sebagai cadangan, FD dihitung dari standar
koefisien efisiensi pembangkit yaitu (p = 0,85.

Untuk penggunaan listrik dihasilkan sendiri, pengadaan dan pemasangan
alat ukur daya (Kwh meter) merupakan tanggung jawab dari Wajib Pajak.
Perhitungan Jam Nyala sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berpedoman pada Pcraturan Menteri Energi dan Sumbcr Daya Mineral
Republik Indonesia tentang penyesuian tarif dasar listrik dengan rumus:

(4)

(5)

(6)

Biaya Beban = Minuman Jam Nyala ( 40 Jam ) x Kapasitas
Pembangkit x Harga Satuan Listrik

Tabcl Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat(7)
(5):

Tnbol Hurgn Satuan Listrik

Biaya Beban
(Rp/ Kva/ Bln)

Gol. Daya
(Kva)

1 larga Satuan
(Rp/ Kwh)

966
1.100
1.325
1.020

Golongan
Penggunaan
BISNIS

No

1 ,3 *)
2,2 - 5,5

>5,5- 200
>200

*)
B 1 *)
B 1 *)
B 2
B 3

*)3,5-14
>14 - 200

>200
>30.000

1.112I I INDUSTRI
' ) 972

I 1 *) 1.115
1.191I 2 *)

I 3
I 4

(8) Keterangan :
a. B 1 - 13 2 : Adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik bukan dari

PT. PLN (persero) yang diperuntukkan Keperluon Bisnis
Scdang, dengan jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik :
1 ,3 dan 2,2 s.d 200 Kva;

: Adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik bukan dari IT.
PLN (persero) yang diperuntukkan kepcrlu&n Bisnis
Bcsar, dengan jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik
diatas 200 Kva;

I ). B 3



e. Reklame vnng disclenggarakan semata-mata mcmuat nama tempat
ibadah dan tempat panti asuhan; dan

f. Reklame yang disclenggarakan untuk kegiatan Sosial, organisasi
partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan scmata-mata memuat
nama tempat.

Pasal 67

Subjek P(\jak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan reklame.
Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan reklame.
Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang
pribadi atau badan, maka wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau
badan tersebut.
Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga. pihak ketiga
tersebut menjadi wajib pajak reklame.

( 1 )

(2)

(3)

(4)

Pasal 68

Setiap Objek pajak dan subjek pajak baru wajib mendaftarkan diri
dan/atau melaporkan usahanya kepada Badan Pendapatan Daerah
(BAPENDA) dengan menggunakan formulir pendaftaran wajib pajak
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum reklame dipasang.
Formulir pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat diperoien wajib pajak atau penanggung pajak dengan cara:
a. Mengambil sendiri ke BAPENDA Lampung Utara; dan
b. Dikirim oleh petugas BAPENDA.
Formulir pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib diisi dan dituiis dengan benar, jeias dan iengkap serta ditanda
tangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak dengan melampirkan:
a. Salinan identitas diri berupa KTP, SIM atau Paspor;
b. Salinan akta pendirian khusus untuk badan usaha; dan
c. Surat peijanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame,

apabiia diselenggarakan pihak ketiga.
Terhadap wajib pajak yang telah mendaftarkan diri dan/atau melaporkan
usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala BAPENDA
menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD.
Kepala BAPENDA menerbitkan surat pengukuhan dan NPWPD secara
jabatan apabiia wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) baik untuk reklame yang memiliki izin maupun
yang tidak memiliki izin.
Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (3)
huruf b, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf j wajib membawa reklame
yang akan dipasang untuk dilakukan pengecapan (stempel) pada saat
pendaftaran dikantor BAPENDA.
Dalam hal reklame yang dipasang tidak memiliki izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5). Kepala BAPENDA memberitahukan pimpinan
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang
perizinan dan penertiban reklame secara tertulis untuk ditindak lanjuti
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)



Pa*al 69

( 1 ) li Ai'KNDA tr:*r.t*t' Hlvxn * iTh* pmgukuhan V. a;;b ?a;ak dan
mrn|{hapu %jcan NPWPt) dalam ha!
a Lhajukan permohonan pembaiaian dan penghapusan vrbaga; watjjb

oleh waub pa:ak dan /atau ahh v.ar.v.va. apabtla aa-b sudah odaJc
memenuhi pers> aratan sebaga; »a;:b pa;ak seauai der.gar. ketentuan
Peraturan Perpajakan Daerah .

b. Wajib pajak menghentikan secara tetap kegiatan uaahanya;atau
c. V. ajib pajak tidak memenuhi persyaratan Subjek Pa;ak dan/atau

Ob;ek Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.
Pcmbatalan pengukuhan wajib pajak dan penghapusan MPWPD
vrbagaimana dimaksud pada ayat (1), dflakukan berdasarkan hasO
pemerikaaan.
Dalam hal wajib pajak masih memiliki utang pajak, pembaialan
pengukuhan wajib pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat

diterbitkan oleh Kepala BAPENDA.

12 )

( 31

Bagian Ketiga

Pendataan paiak reklame

Pasal 70

Dalam rangka perhitungan pajak reklame, petugas BAPENDA melakukan
pendataan dan pengambilan gambar reklame yang dipasang oleh wajib
pajak.
Pendataan wajib pajak dan subjek pajak sebagai mana dimaksud pada
ayat (1), selanjutnya akan di data oleh petugas BAPENDA secara periodik,
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir dan
atau awal pemasangan.
Dalam hal wajib pajak reklame mengubah atau menambah naskah dan
ukuran data reklame dalam masa pajak beijalan wajib pajak wajib
memberikan pemberitahuan ke BAPENDA.
Apabila pemasangan reklame dihentikan sementara atau selamanya
maka wajib pajak harus melaporkan kepada BAPENDA.
Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya
dituangkan dalam laporan hasil pendataan sebagai bahan nota pengantar
perhitungan pajak dasar penetapan pajak reklame yang ditetapkan
dengan 5KPD.
BAPENDA wajib menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada wajib Pajak
dalam waktu (2) dua bulan sebelum masa pajak reklame berakhir.

Pasal 71

( 1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pcmungutan pajak reklame dilarang diborongkan:
a. Hasil pcmungutan pajak reklame merupakan penerimaan daerah dan

disetorkan ke Kas Daerah;
b. Pernungu tan pajak reklame beijalan untuk jenis kendaraan

dilakukan berdasarkan domisili dan/atau wilayah operasi kendaraan
tersebut di dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara. Pemungutan
pajak reklame berjalan dihitung berdasarkan luas bidang reklame;
dan

c. Dlkecualikan dan larangan sebagaimana dimaksud pada avat (3)

adalah kegiatan dalam rangka menuju proses pemungutan pajak
bcrupa pencrapan tcknologi.



I IIMIL 72

I ’ujuk rcklame tcrmartuk dalam Jenin I’ajak Dncrnh yang <llpuri^ut.
berduHiukan pcuelapan Jahalan .
Wajib pajak rcklame ntcmcnu111 kcwajlbau pajak yang dipunguf dengan
mcnggunaknn Nki 'i > nimi dolcumen lain yang dipcrsamakan.

( 1 )

I Hmi I 73

Mann pajnk rcklame ndalah jangka waktu I (satu) bulan kalcnderatau ( 1 )
sain tnhun kalendcr, alau HCBUUI Jangka waktu penyelenggaraan rcklame
di matin objek pajak berlokanl, dengan pembayaran pajak dibayar
sckaligut di muka.

Uuglan Koomput

Cura Purhltungan Pajak Rcklamo

Pasal 74

Dnsar pcngcnnnn pajak rcklame adalah nilai sewn rcklame ( NSR).
Nilal Hcvva rcldamc sebagaimana dimakaud pnda ayat ( 1 ) diatur sebagai
berikut:
a. Rcklame yang disclenggnrnknn oleh pihak ketiga, Nilai scwa Rcklame

ditetapkan berdasarkan nilai kontrak rcklame;
b. Rcklame yang disclenggaraknn sendiri nilai scwa rcklamcnya dihitung

dengan memperhatikan fnktor-faktor:
1. Jenis;
2. Bnhnn yang digunakan;
3. Ix)kasi penempatnn;
A . Waktu
5. Jangka waktu penyelenggaraan;
6. Jumlah; dan
7. Ukuran media rcklame.

Dalam 1ml NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak
diketahui dan/atau dinnggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan
menggunakan fnktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf b.
Jenis rcklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, angka 1
(satu) adalah sebagaimana dimaksud pada pasal 72 ayat 3.
Lokasi penempntan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka
3, adalah lokusi pelelakan rcklame inenurut kelas jalan yang dirinci
sebagai berikut:
a. Jalan Negara;
b. Jalan Provinsi;
c. Jalan Kabupatcn; dan
< 1. Jalan Lingkungan.
Waktu adalah penyclcnggara yang dihitung dalam satuan hari.
Jangka waktu penyclcnggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b angka 5 adalah jangka waktu sebngnimnna dimaksud pada ayat (6).
Jumlah adalah bnnvaknyn kuantitns rcklame vnng ternasang dalam
satuan lembar/ lmnh /unit
Ukuran media rcklame sebagaimnnn dimaksud pada ayat (2) huruf b
angka 7 adalah ukuran dnlntn sntunn luns/ m2 atau cm media reklame
yang terpasang.

( I )
(2)

V (3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(«)

C > )
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lifnii n'/ n llllnl 1 .ii nil [tjt, lu-riih - iinunn \-h-\f \nnj: ! )( ', ‘/ I* / , /. g
in* iij(guroikan rurriua

I I h

I I / )

Ikil'f ' I' tOigal Mining ( bob'/I / ' il' (fj i i funyyj y.-.ltui * ) / ,) / /
/ nkhl ) * 'iudid pnndnng ( |gd>o> /. t -.'/ ni ) /

bnrgn dhi.iir filial tiiinb-fyjn [ itimn <-.ni , ,;,n o-MInni' - .

N '!, Nflal <\*' Wh luklfunr itfbngnbn/inn rllm/iktnul pnrit, nynl Iftj r,. );/
berdnuarkan tnrnuti:

Ml1)0 i lnit l Objek pa\nk In i' l l ,me { I I.IOI' I' ) / Milnj
Mirnfegl*) I'emnnnnyjiti Heklame (MMPM),

I I! 1,1'

llllnl f lev/ft I'eklnrnc IHHH ) nebagfd dnaar perhilungan pajak leklame dapar
dltlnjnu kemball acflnp fabun neknll he.nnnl dengao fwhvrtbany/* n n.
ekonornI df kampung lllnin ,

I iennrnn ,lunl Objek Mnjnk Itel' Itime rscbngnbnnnn (Urnnkaud pada a /at
( I / )) dan flll/ il Bfr/degla I'cninwangan I' eklnm*: nebagaimana rtimakituri
padn nynl II '/,) tt-.rvnnlum dnlnm karripiran yang merupnknn bagian yang
fldnk i / iplfixlik /m 0/ IM' Pcrnturan Mupat.1 ink

fiaglnn Kclltnn

Parhltungun Luim Rlriang Reklame

( 10)

/ 1 i)

Pa»al 75

hunt, bldang reklame adalah nilal yang dldapatkan dari perkallan anfara
lebnr dan panjang bldang reklame.
Bldang reklame yang berbentuk pola tidak beraturan, luaa reklamcnya
dlhitung dan vvarna, gambar, kalimaf. atau tullaan terluar dengao jalan
rmtnarlk gnrls lurus horizontal dan vertikal hingga merupakan empat
pet sag/ pa/ijangdan meiupaka/i walu k);nal.uan.
buna (ddung rcklarne yarig membentuk pola atau bentuk teratur Iainnya,
dihltung bcrdanarkan rurriua luaa bangun tcrHcbut.
Perhltung;in lua» bidang rcklarne yang berbingkai, dihitung dari batas
bingkai terluar,

(^)

( '<)

(0)



Baglun Keonam

Tartf Pajak Rcklamo

Pasal 76

Tnrif pnjnk reklnme ditetnpkan sebesnr 25% (dua puluh limn person ).
Besaran pokok pajak reklame ynng tcrutang dihitung dcngan earn
mengalikan tnrif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dengan dasar
pengenaan pnjnk sebagaimana dimaksud dalam pasal 72.
Untuk reklame yang mempromosikan produk rokok dan minuman
beralkoh'dl nilni pnjnknyn ditambah sebesar 50% (lima puluh person) dari
nilni pokok pajak.
Apnbila suatu objek pnjnk reklame dapat digolongkan lebih dari snlu jenis
reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (2) huruf b, maka
nilni pnjnknyn difetnpknn menurut jenis reklnme yang nilni junl objek
pnjnk reklnmenyn paling tinggi.
Apabila suntu objek pt\Jak reklame lokasinya dapat digolongkan lebih dari
ftatii jenis kolas Jalan, maka nilni pnjnknyn ditetapkan menurut kelas
Jalnn ynng nilni sewn strntcgisnyn.
P/\jnk terhulnng dnlnm SKIM ) wnjib dilunnsi dalam jangka waktu paling
Inmn selelah jntuh tempo mnsa pnjnk , dnn nlns keterlambatan nknn
tlikennkan denda sebesar 1 % (satu person ).

( 1 )
(2)

(3)

('1)

(! >)

(6)

Hiigliin Kotujiih

Alut Purokani Data Traiifuiktd Usiihu

Pamil 77

Pomnsnngnn nlnt pereknm data transaksl usaha.
Pelnpornn dan Pcmbnynrnn Data Trnnsnksi IJsalia Wnjib l’i\Jnk mclalui
Alai I ’erekanmn Data Trnnsnksi lisnha dibcrlaluikan pada jenis Pt\ jnk
yang dlpnngul berdasarkan ussosmant .
Jenis Pnjnk sehngnlmnnn dimaksud pada ayat ( 1 ) , tetxliri alas:
a . Pajak jasa perholelan;
h, Pajak Makanan dnn /ntnu minuman;
e. Pajak I Kbitran; dan
d. Pn,|ak Ptrklr.
Data trnnsnksi usaha yang dimllikl wnjib pi\ jak sebagaimana trnnsnksi
pembnyaran ynng dilakukan oleb subiek pajak utnu masvarakat kepada
wnjib pgjnk alas polityanan ill hotel, makanan dan minuman, hiburan
dan pnrkir.
Data trnnsnksi usulm sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , meliputi:
a. Pnjnk jasa perholelan , yaitu ;

1 , Pern bays rn n sewn kamar ( mom e/imr/ij;
2, Pembnyaran makanan dan minuman ( food and btvenuje);
3, IVmbnynrnn jasa penupjang untuk;

a) l .aundry / pelayauan euei dan setrika;
l >) Telepon , fakslmlle, Internet , telegram dan lotokopi;
e) Transportnsiyang dikelola lintel dan /atau
d ) dlkerjasamakan oleli lioti'l dengan piliak lain.

I . Peiahayarmi penggunnnn fasilitas hiburan dan olah rags yang
dlsediakan hotel, bamiuet , herupa:
a). Peayewattn ruang rapat ; atau
b) . Ruang pertemuan.

( 1 )
(2)

(3)

( •I )

(5)
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(6) Dnlnm hnl wnjib pnjnk brlum mencrimn perangkat nlai
transaksi usaha sebngaimana dimaksud pnda nynt I (satu) , tctap
melaksanakan kewajiban pelaporan pajak dengan cara mcngisi SPTPD
scsuai ketentuan mekanisme dan proscdur pcrpajakan Daerah.

Dagian Kcscmbllan

Tim Pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha

perekam data

Pasal 79

Survei dan pemasangan perangkat Alat Perekaman Data Transaksi Usaha
dilakukan oleh tim pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah
dibidang Pengelola Pajak Daerah.

( 1 )

(2)

Bagian Kesepuluh

Pelaporan Dan Pembayaran Pajak

Pasal 80

( 1) Terhadap Wajib Pajak yang telah menggunakan Alat sistem perekam data
transaksi usaha, wajib memiliki atau membuka rekening pada bank
persepsi.
Bank melakukan perintah transfer debit pembayaran pajak dari rekening
Wajib Pajak ke rekening penampung/ titipan untuk selanjutnya di
Transfer ke Kas Daerah (KASDA) Lampung Utara beruasarkan surat
kuasa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.
Wajib pajak membayarkan pajak sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak
Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan BAPENDA dan bisa membayarkan
langsung mengunakan kode biling yang tertera di Surat Setor Pajak
Daerah (SSPD) melaluwi fasilitas QRIS maupun internet banking bank
persepsi yang telah bekerjasama dengan BAPENDA Lampung Utara.

(2)

(3)

Bagian Kesebelas

Hak dan Kewajiban

Pasal 81

Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan sistem Pelaporan dan
Pembayaran Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman
Data Transaksi Usaha, adalah sebagai berikut:
a. Wajib Pajak berhak:

1. Memungut Pembayaran Pajak dari konsumen/Subjek Pajak untuk
disetorkan ke Kas Daerah pada Pemerintahan Daerah;

2. Memperoleh informasi data kewajiban perpajakan Daerah yang
seharusnya dibayar dan setiap transaksi Pembayaran yang terkait
dengan dasar pengenaan Pajak;

3. Mendapatkan layanan pemasangan/ penyambungan / penempatan
Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat
Perekaman Data Transaksi Usaha yang tidak mengganggu sistem
dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan

4. Mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau
tidak berfungsi/ beroperasi, yang disebabkan bukan karena
perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

(1)
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a . Mongubnh data MIMI. - IU I'olnpnrnu tlmi I'oiiilinyninii I )*iln TmiiMiilml
Dunlin \Vi\|lh h\|nk dongnn < HIM dan dnlniu lieiiluk apapiui;

b Mouggunnknu alal lianmiknl holnlu |M - i <iii|«l< nI Alai I'oinkuiiiaii Main
Tranmdml Dunlin yang leipnmmg pada leiupal ilnalm Wajlh I’njnk ,
dan/alau
Meiuank , liieiienblll alail nii’inlulttl lidnk BOIIIIII|> ni / 1 w ’ III|« " I « IT« LMYII
petnngknl Alai IVioknilUMl Mala Tunimdml llaalia yang meiiyrlmbkiui
let bnuibnlnva I 'orekauiau Mala Tiaumdml llaalia Wa|lli I 'ajnk YM 111
lolnli lerpnmiUg patla tonipat llaalia Wa 111 » I *a|a I

a .

I In I * lit i i l inl l )f i i l i i i l im

f in II It n I

I ’lifin I II.I

Mollnp W »\|lb Pajalt nieunlak peilimtuiignu Alai I 'orokiimnil Mala Ti / mmdnil
llaalia nelmgnlmnnu dlninkriud dalam panal VO aval ( I ) , dlkeiiidmii aanlial :
a , Memberlknn Mural IVrlngntnn/Togiirnii aainpal dongan llga kali 11)

kail: dan
b, Apablla Mural perlngnlnn / trguran aainpal lip,a (.1) kali Ii < Ink

( liiiulabkan umki\ akan dllakukan pemilupan / peneabulaii l / ln IJnalai
kooitliimnl dongnn I )lnaa yang meunngnnl porissinon .

Sot lap Wajib I 'alak yang (Icngnn nenga|n nieiieabul alaii melakukan
porbuntnn yang inrnyobabkan lerhnmbntnyn Perrknninn Mala Traiiaakal
llaalia Nelmgnlninnn dlmakaud dalaai pa uni HO luii'ill < , dlkennkan aankal
berupn pcnetnpnn juinlab Irauaakal bail lemchul an‘am Jabalaii /olllrkd
aasramont hrrdiiNnrknn ullal tmnaakal liarlan lerbennr pada lailaii yang
hermingkiilnn.
Setlnp WivliI > I 'ajnk dengnn arngiOu molanggnr ketontlian Pnaal ! » ! » ,
dlkennkan aankal bordaaarkan kelonlllnn peril!limn perundnng*

undangan.

P)

P)

I IIN.iI 84

Setlnp orang yang menynlnb guuakan Alai Pcrckarnnn Mala Tmiiaakai
llaalia dapal dlkonakan aankal HCNtini driigan kctrnluan pcraluian
perundnng tmdnngnn inongenul Irauaakal dan Informaii eloUtronlk.

.

11111* 111 II Kmiinpii l IM'IIKS

Pn|uk Hurling Wiilul

PKMIL Mb

Objek I’alak burling Walel adalali pengnmbllnn dan/alau pcnguunhaan
aamiig burung walel .
I ’ajak (JUfUiig Walel dlpungut pa|ak alaa aollnp kcglatan pcngambllan
dan/alau pengiiHaan aamng burung walel ,

Pengelolaan don pangiiMidiiimi mining burung walel yang dikenakan
pajak , balk pada lokail liabllat aland innupuu dl luar habitat aland
ndalali Ianling walel yang Irinianuk marga cullocidla lim bi Kuciplhngus
( walel Hiimng pulili / walel Hailing liilani) dan Collocallt lim bi (burung
iierlll/KapIniii) ,

Tklak lennaMiik objck p<i|ak larang burung walel tiebagaltiiaua dimaktaid
pada ayai ( I ) , adalali pengonibllan miraiig burung walel yang lelah
(llkenakan Penerlmunn Negara llukan I ’ajak ( I 'NIH 1) .

( 1 )

(2)

PI

P)



PIllMt So

lU Subiok l\\gik samng burling walot adalah omng pukuh atau badnn \ uug
molakukan pongambilau dun atnu ntenguanhakun snintig hurting walot

iMink anrnug hutting wulet ndu ornug prtlvtdi txt « ui hndnu yang
molakukan I'ongambtlan dun ntatt utougusalutknn satnug butting walot

IHtwtl S7

i n I'usnr pongonaan i\ \iak sarang burling walot adalnli titlui juul umnng
butting walot .
Nilai juul sarang bvmmtn walot sohngaimnnn dimaksud pads gyut ( I )
dihitung Ivrdasarknu perkalian anlava harga pasatau umuut satnug
butting walot yang horlaku di daerah dengan volume sarang hurting
walot.

l -h

Vasal SS

rtirif pajak sarang burling walot ditotapkan sebesar ;A> (lima ) person ,

Vasal 89

(1) Besaran pokok pajak sarang Inming walot yang torutang dihitung dengan
cam mengalikan tarif pi\jak sarang buruug walot sebagnimann dimakaml
dalam pasal So dongan dasar pongonaan (\\ juk sohngaimnnn dimakaml
dalam pasal S5.

(2) W'ajib I'ajak yang tidak montaati kotontuan yang borlaku akan dikonakan
sanksi sebagai borikut:
a. Pemasangan stiker poringatan dengan bates waktu paling lama .11

(dim puluh satu) hari.
b. Apabila dalam batas waktu ill (dim puluh satu) hari \vf \jib pi\jak

setelah dilakukau pomasangan stiker poringatan sobagimana
dimaksud huruf a dilakukau ponindakan berupa PBNUTUPAN
SEMENTARA dengan disortai surat pomboiitalumn ponutupan
sementara yang ditanda tangani oloh kopala BAPENDA.

c. Apabila dalam batas waktu 21 (dim puluh satu) hari wt\jib pgjnk
daerah setelah dilakukau pomasangan stiker ponutupan sementara
sebagaimana dimaksud, akan dilakukau ponindakan berupa
PENCABUTAN IZ1N tempat usaha.

d. Dalam 1ml PENCABUTAN IZIN tempat usaha sebagaimana di maksud ,
Kopala Badan torlobih dahulu melaporkan kepada Bupati solaku
Pembina pengelolaan perizinan dan/atau Kopala Dinas Ponatmmau
Modal Pelayanan Torpadu Satu Pintu untuk molakukan ponoabutan
izin usaha.

e. Dalam hal ponoabutan izin sobagimana dimaksud, huruf d bukun
kewcnangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara atau
pcnerbitan izin bukan kowonangan Kopala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kopala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan rokomondasi instansi
/Lembaga benvenang untuk molakukan ponoabutan izin usaha
tcrsebut.



Bnglnn Kellmnbolns
PojnU Air Tnnnh

Piisul 90

Dengan nama pajak air tunnh dipungut ntns setiap pengnmbilnn
dan/atau pemanfaatan air tunnh.
Objek air tunnh ndnlnh pengnmbilnn dnn/ntnu pemanfaatan air tunnh.
Dikecualikan dnri objek pnjnk air tunnh sebngaimnnn dlmnksud pndn
nvnt (2). ndnlnh pengnmbilnn dnn/ntnu pemanfaatan air tunnh. untuk
keperiunn air tunnh untuk keperluan dasnr rumah tnnggn, pengairnn
pertaninn dun periknnnn rnkvnt, sertn peribadatan,

Keperluan dasnr rumnh tnnggn sebagnimana dimnksud pndn aynt (3)
ditetnpknn sebngni berikut:
a. Penggunnan air tunnh dari sumur hor bordinmeter 2 (dun) irtci

(kurang dnri 5 cm); atau
b. Penggunnan air tunnh dengan menggunnknn tenngn manusia dnri

sumur gali.
Pengairnn pertaninn dun Periknnnn rakyat sebngaimnnn dimnksud pndn
aynt (3) di tetnpknn sebngni berikut:
a. Sumur diletnknn di areal pertnninn dan periknnnn yang Jnuh dnri

pemukimnn;
b. Pemnkninn tidnk lebih dnri 2 (dun) liter per detik per kepala kclunrgn

dnlntn hal air permuknan tidnk mencukupi; dan
c. Debit Pengnmbilnn air tnnnh tidnk menggnnggu kebutuhnn pokok

sehari-hari masyaraknt setempat.

0)

(2)

(3)

H)

(5)

Pnsnl 91

Subjek pajak air tnnnh ndnlnh orntig pribadi atau badan yang melakukan
pengnmbilnn dan /atau pemnnfaatnn air tnnnh.
Wnjib Pnjnk Air Tnnnh ndnlnh orang pribadi utnu bndnn yang melakukan
pengnmbilnn dan /atau pemanfaatan Air Tnnnh.
Sctiap Wnjib pnjnk air tnnnh yang melakukan pengnmbilnn dnn/ntnu
pemnnfaatnn air tnnnh wnjib melapor dun memperoleh izin sesuni
ketentunn perundang-undnngnn yang berlaku.

Pusnl 92

( 1)

(2)

(3)

Dasnr pengennan Pnjnk Air Tnnnh ndnlnh Nilni pcrolehnn nil* tnnnh:
a. Nilai Pcrolehnn Air Tnnnh sebngaimnnn dimnksud pndn nyat ( l )

dinyataknn dnlam rupiah yang dihitung dengan mempcrtimbungknn
sebagian atau seluruh faktor-fnktor:
1. Jenis sumber air;
2. Lokasi sumber air;
3. Tujunn pengnmbilnn dnn/ntnu pemanfaatan air;
4. Volume air yang dinmbil dan /atau dimnnfnntknn;
5. Kunlitns air;
6. Tingkat kerusakan lingkungnn yang (linkibatkan oleh pengnmbilnn

dan/atau pemanfaatan air; dan
7. Luns area Tempat pengnmbilan/ pemanfaatnn air tnnnh.

Besamya nilai pcrolehnn air tnnnh sebagnimana dimnksud pndn aynt ( l )
ditetnpknn dengan Peraturnn Bupati dengan berpedomnn pndn nilai
Pcrolehnn Air Tnnnh ynng ditetnpknn oleh Pcrnturnn Quhernur.

( 1 )

(2)



rnanl 9;l

I'uit' \v\ii\k <ur tanah diletapknn soboaiu' .'O"o (tlna puluh pmim) ( lari
jumlah nilai pondohnn air tanah.

Pusul * >.}

Besaran pokok p<\ jak air tanah yang tcrutimg dlldinng dongan earn
mengalikan un it' p:\jak air tanah sebagaimnun dlnmkmul dalain I’aaal 91
dengan dasar pengennan ptvjjxk sehagaimnnn dinmksud dalain I ’aaal 90
ayat (2),

Baat terutang TAT ditetapkan paila saat terjndinya pengambilan dnn /ntnu
pemanfaatan air tanah dilaksanakan.
Massa \x\iak air tanah adalah 1 (satu) ludan kalender yang mcnjndi dasar
bag' wajib pajak untuk melnporknn dan menyctorkan pajak yang
terntang.
Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Dnerali
tempat pengambilan dan /atau pemanfaatan air tanah Kabupaten
Lampung Utara,

1"

w

Baglan Kecnnmbclns

Pajak Mineral Buknn Logam dnn Butimn

Pasal 95

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak
atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan
pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan, yang mcliputi:
a. Asbes;
b. Batu tubs;
c. Batu setengah permata;
d. Batu kapur;
e. Batu apung;
f. Batu permata;
g. Bentonit;
h. Dolomit;
i. Feldspar;
j. Garam batu ( halite) :
k. Grafit;
l. Granit/andesit;
m. Gips;
n. Kalsit;
o. Kaolin;
p. Leusit;
q. Magnesit;
r. Mika;
s. Marrmer;
t. Nitrat;
u. Opsidien;
v. Oker;
w. Pasir dan kerikil;
x. Pasir kuarsa;
y. Perlit;

(1)

1^)
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BAB X
TATA CARA PENERBITAN SKPD DAN SPPD

Bagian Kesatu

Tata Cara Penerbitan SKPD

Pasal 98

Bupati mendegelasikan wewenang dalam menerbitkan SKPD kepada
Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk.
Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang
dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
berdasarkan nota pengantar perhitungan pajak atau dokumen lain.
Dalam pelaksanaan penerbitan SKPD atau dokumen lain yang
dipersembahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA
wajib menyampaikan laporan serta periodik setiap bulan pada awal bulan
berikutnya kepada Bupati.

( 1 )

(2)

(3)

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan STPD

Pasal 99

Bupati mendegelasikan wewenang dalam menerbitkan STPD kepada
Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk.
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam hal :
a. Pajak Pendapatan Asli Daerah dalam tahun beijalan tidak atau

kurang dibayar;

b. Hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai
akibat salah tubs dan/atau salah hitung; dan/atau

c. Wajib pajak mendapat sanksi administrasi berupa denda dan/atau
bunga.

Dalam pelaksanaan penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala BAPENDA wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap
bulan pada awal bulan berikutnya kepada Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

(1)

(2)

(3)
r

Bagian Kesatu

Prosedur Pembayaran

Pasal 100

Pembayaran pajak yang terutang dilakukan pada Kas Daerah atau
tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan
dalam SKPD atau STPD.
Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas
Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dilakukan dengan menggunakan SKPD atau STPD atau dokumen lain
yang dipersamakan, serta harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan
menggunakan bukti setoran berupa SSPD atau bukti pembayaran yang
sah.

( 1 )

(2)

(3)



H! Pajak terutang dalam SKFD atau STPD wajib dilunasi dalam jnngka
waktu paling lama 15 ilima belasl ban kalender sejak tanggal diterhilkan.

'5 Pajak temtang dalam SKFD atau STFP yang tidak atau kurang dibayar
setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ay at ( 1)
diker.akan sanksi administrasi berupa bunga sebesar ll\\ (satu person)
sebulan dan ditagih dengan STPD.

lo) Apabila batas \vaktu pembayaran jatuh pada ban libur maka batas waktu
pembayaran jatuh pada hari berikutnya.

Pasal 101

(1) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui bank atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Bupati.

•,2) Pembavaran dengan cek bank giro bilyet bank, baru dianggap sab
apabila telah dilakukan kiiring dan masuk ke Kekening Kas Daerab.

(3) Wajib pajak menerima SSPD tanda pembayaran lain yang sab sebagai
bukti telah melunasi pembayaran pajak dari bank yang ditunjuk.

(4) Badan tempat mengembangkan sistem pembayaran Pajak Daerah secant
online.

Bagian Kedua

Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembavaran

Pasal 102

(1) Dalam keadaan kahar Kepala Badan Pendapatan Daerah atas
permohonan Waiib Pajak. dapat memberikan persetujuan kepada Wajib
Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang.
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Perang saudara.
b. Invasi dari negara lain:
c. Bencana alam:
d. Pemberontakan:dan
Hal-hal lain yang mempengaruhi pelaksaan pekeijaan dan tidak dapat
diatasi.
Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sebagai
berikut:
a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran

maupun menunda pembayaran pajak. mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Kepala BPPRD dengan disertai alasan yang jelas
dan melampirkan:
1. Surat keterangan dari pihak yang benvenang:
2. Salinan fotocopi SKPD:
3. Salinan SKPDKB:
4. Salinan SKPDKBT: dan
5. Salinan STPD.

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a. harus sudah
diterinta Kepala BPPRD paling larnbat 7 (tujuh) hari kalender. sebelum
tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan yang termuat
dalam SKPD. SKPDKB. SKPDKBT dan STPD;

c. Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun
penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan. dituangkan
dalam keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan
pembayaran;

(2)

(3)



d. Pembayaran angsuran diberikan paling lamn untuk 3 (liga) kail
angsuran dalam jangka waktu 3 (tign) bulan terhitung sejak tanggal
keputusan angsuran;

e. Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan
terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang tcrmuat dalam
SKPD, SKPDKB, SKPDBT, dan STPD, kecuali ditetapkan lain olch
Kepala BAPENDA;

f. Perhitungan untuk pembayaran angsuran diatur dengan ketcntuan
sebagai berikut:
1. Perhitungan sanksi bunga dikenaknn hanya terhadap jumlah sisa

angsuran;
2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pcngurangan antara bcsarnya

sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak
angsuran;

3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak
terutangyang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;

4. Bunga adalah hasil perkalinn antara jumlah sisa angsuran dengan
bunga sebesar 1% (satu persen); dan

5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah
pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 1% (satu
persen).

g. Terhadap jumlah angsuran yang harus di bayar tiap bulan tidak dapat
dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi setiap bulan;

h. Perhitungan untuk penundaan pembayaran diatur dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak

terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 1%
(satu persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan
seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda.

2. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang
pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 1% (satu
persen) sebulan; dan

3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat
pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak
dapat diangsur.

i. Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara
angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan
pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 103

Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang
bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut:
a. Surat peringatan atau surat teguran sebagai awal tindakan

pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender
sejak saat jatuh tempo pembayaran;

b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat
Peringatan atau surat teguran, wajib pajak harus melunasi pajak yang
terutang;

c. Surat peringatan atau surat teguran sebagaimana dimaksud pada
huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali;

d. Dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat peringatan atau
surat teguran, Kepala Badan menerbitkan surat paksa setelah lewat
21 (dua puluh satu) hari kalender sejak surat peringatan atau surat
teguran; dan

( 1 )



e. Setiap penerbitan sumt peringatnn ntnu surnt teguran, dapat disortai
penempelan stiker atau tulisan teguran padn objek piyak yang
bersangkutan.

Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajnk dengnn surnt paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengnn ketentuan
peraturan perundang-undnngnn.
Pelaksanaan penagihnn pajak dengan aurat pnksn tidnk mengnkibntknn
penundaan hak wajib pajak mengajukan keberatnn pajnk sertn
mengajukan pembetulan, pembatnlan, pengurangnn ketetnpnn dnn
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 104

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa
menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal
76 ayat (1) apabila:
a. Wajib pajak akan meninggalkan wilayah daerah untuk selama-

lamanya;
b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam

rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau
pekeijaan yang dilakukan di wilayah daerah;

c. Terdapat tanda bahwa wajib pajak akan membubarkan badan
usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindah tangan kan
perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan
perubahan bentuk lainnya; dan/atau

d. Teijadi penyitaan atas barang wajib pajak oleh pihak ketiga atau
terdapat tanda-tanda kepailitan.

Kepala Badan menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang
menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan situasi dan kondisi
daerah.

(2)

(3)

( 1 )

4»

(2)

BAB XIII
TATA CARA PENYITAAN DAN LELANG

Bagian Kesatu

Prosedur Penyitaan

Pasal 105

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu 2 x 24 jam sejak tanggal diterima Surat Paksa, maka
Kepala Badan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan
terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Wajib
Pajak.
Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh
paling scdikit 2 (dua) orang yang telah dcwasa, pcnduduk sctcmpat yang
dikenal oleh Juru Sita Pajak dan dapat dipercaya.
Setiap melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak membuat berita acara
pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Wajib Pajak
dan Saksi.
Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan
dengan syarat adanya saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

( 1 )

(2)

(3)

(4)



Daloin Inil penyitaan dllukNunakan lidnk dihadlri oleh Wajib Pajak
HehnKHlmann dimaksud prnla nyat ( 1̂) , HoritA Acara Pelaksanaan Sita di
lamia timpani oleh Juru Mila I 'ajak Daerah dan aakabsakni.
Berlin Acara Pelaksanaan Mila telap mempunyal kekualan rnengikat,
mesklpun Wajib Pi\Jak menolnk mcnandntnngnni Bcrita Acara
IVlakNanaan Mila Hchngidmmm dimakmid prnla ayat (3).
Salinan Berlin Acara Pelaksanaan Mila dapat dltempelkan pada barang
bergerak dan/atnu barang tldak bergerak yang disita, atau di tempat
barang bergerak dan /alau benda tldak bergerak yang disita berada
dan/atnu dl tcinpnt umuni.
Alim barang yang dlsitn dapat dltempel atau diberi aegel sita, yang
memuat paling aediklt:
a. Kala “dlsitn";
b. Nomor dan langgal IJcrita Acara pclakaanaan aita; dan
c. barangan untuk mcmindnh tnngnnknn, memindahkan hak,

rncminjnmkan link atau mengubah barang yang disita.

C > )

(b)

(7)

(M)

Pasal 106
*

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidnk mengakibatkan penundaan
pclnkaannnn penyitaan.
Pcnyitnnn dapat dilnksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak yang
berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat
Inin termasuk yang penguasanya berada ditangan pihak lain atau yang
dijaminkan sebagai pclunasan utang tertentu yang dapat berupa:
a. Barang bergerak termasuk mobil , perhiasan , uang tunai, dan deposito

berjangka, tabungan, saldo rekening koran , giro atau bentuk lainnya,
piutnngdan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau

b. Barang tidnk bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan
isi tertentu.

Pcnyitnnn terhadap barang Wajib Pajak badan dapat dilaksanakan
terhadap barang milik perusahaan , pengurus kcpala perwakilan, kepala
cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan
mnupun di tempat lain;

Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan
sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup melunasi
utang pajak dan biaya penagihan pajak.

( 1 )

(2)

(3)

(4)

Pasal 107

Barang yang telnh disita dititipkan kepada Wajib Pajak, kecuali apabila
menurut Juru Sita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor
Badan atau di tempat lain.

Pasal 108

Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi
sctclah mclaksanakan penyitaan, Kepala Badan berwenang
mclaksanakan pcnjualan secara lelang terhadap barang yang disita
melalui Kantor Lelang Negara.
Pcnjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling
singkat 14 (empat betas) hari setelah penyitaan.

( 1 )

(2)



Maraug ynng disita berupa unng tunni, deponito betjangka , tahungnn,
saldo rekening koran. giu> ntnu bentuk lalnnya ynng dlpersamaknn
dengan itu , obligasi, aaham dan surnt berharga lainnya, piulang, dan
penyertaan modal pada peruaabaan lain, dikecunliknn darl penjunlan
secara lelang sebagnimann dimakaud pada ayat ( I ) .

Paml 109

Id)

lYnyitnnn (idak dapat dilaksnnakan atau dapat dicabut dengnn
mencrbitknn Surat lYnenbutnn Slta oleb Kepala Madan selaku Pejabat
dan menysmpaikan krpadn Wajib I 'ajak oleb Juru Sita I’ajak Daerah
apnbila:
a. W(\jib Pnjflk tclab melunaai utang pi\jnk dan blaya penaglhan pajak;
b. Merdnsnrknn Putusan IVugadilan atau Putusan Pengadilan I’ajak ; atau
c. Oitetapkan lain oleb Kepala Madan.

Bnglnn Kodun

Lulling

Pastil 110

Kepala Dadan mengnjuknn permohonnn pelnksnnnnn lelnng kepada
Kantor Lelang Negara bcrdasarkan laporan tlari Kepala lladan.
Tata earn lelang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

U)

(2)

DAD XIV
PEMBATALAN, PENQURANOAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN

ATAU PENQURANOAN SANKSI ADMINISTRASI

Dnglun Kosntu

Pnsnl 111

Mupati mendcgelasiknn pelaksanaan pembetulan, pcmbatalan,
pengurangan ketetapan dan penghnpusnn atau pengurangan sanksi
ndministrasi kepada Kepala Madan atau Pejabat yang ditunjuk.

Pastil 112

Kepala Madan melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetnpan dan penghnpusnn atau pengurangan aankai adminiatraai.
Pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan Ketetapan dan
penghnpuanu atau pengurangan aankai adminiatraai aebagaimana
dimakaud pada ayat ( I ) didaaarkan pada permohonnn Wi\jil> i’i\jak .
Kepala Madan menugaakun Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan
penelitian adminiatraai ataa permohonan aebagaimana dimakaud pada
ayat (2) sebngai balmn pertimbangan Kepala Madan.
Ataa daaar baail penelitian berkaa permohonan aebagaimana dimakaud
pada ayat (3) , Kepala Madan menerbitkau keputusan berupa persetujuan
atau penolaimn balk aebagian atau aeluruh permohonan pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapuann atau
pengurungun aankai adminiatraai.

( 1 )

(2)

(3)

(4)



Pelaksanaan penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4 j,
wajib dilaporkan oleh Kepala Dadan kepada Bupati (1 ) satu bulan sejak
langgal penerbitan.

(5)

Bagian Kedua

Pembetulan Ketetapan

Pasal 113

Kepala Badan melaksanakan pembetulan terhadap ketetapan pajak
berupa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tub's dan/atau kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan perpajakan Daerah.
Pelaksanaan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau
STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sebagai berikut:
a. Permohonan diajukan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 4

(empat) bulan setelah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib
Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

b. Terhadap pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD,
Kepala Badan menunjuk pejabat tertentu untuk menerbitkan salinan
keputusan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau
STPD;

c. Terhadap keputusan pembetulan ketetapan SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf b
diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf
pejabat yang ditunjuk;

d. Keputusan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau
STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus disampaikan
kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
diterbitkan keputusan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB atau STPD tersebut;

e. Besaran pajak sebagaimana tercantum dalam keputusan pembetulan
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD harus dilunasi dalam
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak
keputusan tersebut diterbitkan;

f. Dengan diterbitkannya keputusan pembetulan SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB atau STPD maka SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB atau STPD yang semula dibatalkan, dan disimpan sebagai
arsip dalam administrasi perpajakan;

g. Surat ketetapan pajak berupa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB
atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana
dimaksud pada huruf f, harus diberi tanda silang dan paraf serta
dicantumkan kata-kata “Dibatalkan”; dan

h. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, maka Kepala Badnn
segera menerbitkan keputusan penolakan pembetulan SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD, paling lambat 3 (tiga) bulan
sejak diajukannya permohonan.

( 1 )

(2 )



Duglitn Kotlgn

Pombutnlnn Kototupnn

Pa»nl 114

Wnjil) Pajak dnpnt mengnjuknn pennohonnn pcmbntnlnn ketetapan pnjnk
ynng dimunt dnlam SKI’D, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STf'f )
kepada Bupati melalui Kepnla Badan.
Keputusan ataa permohonan pembatalan ketetapan pnjnk sebagaimana
dimaksud pndn nynt ( 1 ) dlterbitknn berdasarkan pertimbnngan keadllan
atau adanya kesalahan pndn ketetapan pnjnk.
Dalntn hnl permohonan pcmbntnlnn ketetapan pnjnk sebagaimana
dimaksud pndn aynt ( 1 ) dinyataknn diterima/dikabulkan , mnka pejabat
ynng ditunjuk mclnkuknn hnl sebagai berikut:
n. Pcmbntnlnn terhndap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD

ynng lama dengan earn mcncrbitknn Surat ketetapan berupn SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD ynng bnru; dan

b. Pcmberinn tnndn silnng pndn SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB
atau STPD ynng lama dan selanjutnya diberi cntntnn /kctcrnngan
bahwa surat ketetapan "Dibatalkan” sertn dibubuhi pnrnf dan nnmn
Pejabat ynng bersnngkutnn.

Dalnm hnl permohonan pembatalan ketetapan pnjnk sebagaimana
dimaksud pndn nyat ( 1 ) dinyataknn ditolnk, mnka ntns SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang telah diterbitknn oleh Pejabat yang
ditunjuk, dikukuhknn dengan keputusan penolakan atas permohonan
pembatalan ketetapan.

( 1 )

(2)

(3)

(4)

Baglan Kcompat

Pongurangnn Ketetapan Pnjnk

Pasal 115

Wajib Pajak dapat mengnjuknn permohonan pengurnngnn atau
keringnnan Pajak Daerah kepada Kepnla Badan.
Permohonan pengurnngnn atau keringnnan pajak hnrus dinjuknn sccnra
tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan paling kurang
membuat nama dan alamnt.
Wajib Pajak, jenis pajak dan besar pengurnngnn pnjnk ynng dimohon dan
nlasan ynng mendasari diajukannya pennohonnn pengurnngnn pajak,
serta melampirkan:

a. Salinan Kartu Tandn Penduduk atau identitas pemohon;
b. Salinan nomor pokok Wajib Pajak; dan
c. SSPD DAN SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD.

Pemberian pengurangan dan keringnnan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbnngan keadaan kahar sebesar
50% (lima puluh person ).
Dalam jangka waktu paling lama 3 (tign) bulnn dnri permohonan Wajib
Pajak, Kepnla Badan menyampaikan keputusan menolak atau menerima
permohonan pengurnngnn ketetapan pajak kepada Wajib Pajak.

( 1 )

(2)

(3)

(4)

(5)



BagUn Kellmn

Pengurangan ntau Penghapusan Sanksi Admtnlttrasl

Pasal 116

(1) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau
menghapuakan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan /atau
kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. dan
denda yang terutang sebagainmna dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan terhadap:
a. Sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda disebabkan

keterlambatan pembayaran SKPD. SKPDKB. SKPDKBT. SKPDLB atau
STPD; dan

b. Sanksi administrasi berupa bunga. denda dan /atau kenaikan pajak
dalam surat ketetapan pajak berupa SKPD atau STPD.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa
bunga dan /atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada
masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. dilakukan
sebagai berikut:
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala

Badan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah
jatuh tempo, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya;

b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) harus
dicantumkan alasan yang jelas dengan pemyataan kekhilafan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahannya dan melampirkan SSPD yang
telah diisi dan ditanda tangani Wajib Pajak;

c. Terhadap permohonan yang disetujui, Kepala Badan mengurangkan
atau menghapuskan sanksi administrasi bunga atau denda akibat
keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara
menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD
bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan;

d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu)
kali (dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan
pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

e. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan atau pejabat yang
ditunjuk:
1. Menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD

bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 1 % (satu persen) per
bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas; dan

2. Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.
(4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga,

denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala

Badan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak ketetapan pajak
diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya; dan

*



It. IVrmohunun Nebagnlmann diaiakaud pada huruf a, bnru»
menranlumknn alnaaii vmif ' jclnri an la melnmplrkan:

I . Murat prmyalnun kekbllnrnn Wajib I’ajnk iitmi laikan karma
kemlahnnnya; dan
Sural krlclupnn pajak yang tnrnelnpknn adanya kennlknn pajak
tending;

lUmluNarknn tut rut permobonnn Hebngalinunn diinakiaid pada ayal (3)
huruf It, IVjabat yang dllunjuk oleh Krpala Sudan argent melnkuknn
prnrlltlan ndmlniatruMi lentnng krbeniran dan alaaan Wajib I’ajnk ,

Alaa daaar Itaall pcnclitlan adminlHlrnal arbagaimana diaiakaud pada
ayat (!> ) , I'rtugna SAI’KNDA atau pejuhat yang dltunjuk aankai
adminiatraai untuk mendapnt priNotujunn.
Dalata bal trlunban arbagalmann dlmnkHiid pada ayat (0) diaetujui, maka
argent mrmbrrlknn pengurangan atau penghapuaan aankai adminiatraai
Item pa Itunga atau dendn dan /atau kennlknn pajak terutang yang
tercnntum dalain Surat Krtrtapan I'ajnk atau STI’D yang tclah
diterbitknn , dengan ram mrnrrbltknn Krpiduaan Pengurangan dan
IVnglmpuaan Sankai Adminiatraai arbagid ganti aural Ketetapan I’ajak
atau MTI'I ) armula , anta ditanda langani olrli Krpala Sudan.
Datum bal trlaaban arbagaimana diaiakaud pada ayat (0) lidak diactujui ,
maka argrra mrnrrbltknn krputuann prnolakan pengurangan dan
prngbapuaan aankai adminiatraai yang ditanda tnngnni oleh Krpala
Sudan ,

Wajib I'ajnk mrlakukan pemhnynrnn pajak paling lambat 7 (tujuh) hari
knlendrr artrlab mrnrrima krputuann prngurnngan dtm prngbapuaan
aankai adminiatraai arbagaimana dimukuud pada ayat (7).

I )All XV
KEBERATAN DAN BANDING

Bugluit Kosiitii

Koberntuu

Pnsul 117

Wi\ jib I’ajnk dapat mrngt\jukan krbrratan ketetapan pajak berupa:
n. SPin* PI3B-P2
b. SKI’D;
r. SKPDKS;
d. SKPDKBT
e. SKPDLB;
f. SKPDN; dan
g. STPD,

Krbrratan yang dii\jukan arbagaimana dimaksud pada ayat ( l ) diajukan
terhndap mnteri atau iai dari krtrtapan dengan membuat prrhituugan
Jumlnh yang arlmruanya dibayar mrnurut pcrbitungan W(\jib Pajak.
Satu krbrratan Imrua diajukan terhadap aatu jenis pajak dalam satu
tahun pitfak.
Dalam bal Wi\ jib l*t\jak mengi\juknn keberatan untuk beberapa surat
krtrtapan pi\|ak dengan objrk piyjak yang sanm diseleaaikan secara
brraamaan olrli Krpala Sudan ncbngai Italian portimbangau Supati.

IN

( > )

('/ )

( H)

CM

( 1 )

(2)

(d )

(•I)



Pasal 118

Permohonan kebcratan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi
persyaratan aebagai berikut:
a. Permohonan diajukan secara tcrtulis dalam Bahasa Indonesia

dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti
bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih ba> ar yang
ditetapkan tidak benar;

b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak
secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ke tidak
benaran ketetapan pajak tersebut;

c. Surat permohonan keberatan ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau
kuasanya dengan melampirkan surat kuasa; dan

d. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan
pajak dan dalam 1 (satu) tahun pajak atau masa pajak dengan
melampirkan salinan ketetapan pajak.

Pasal 119

Pengajuan keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 116 tidak akan diterima.

Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan
tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal
117 huruf d, Kepala Badan meminta Wajib Pajak untuk melengkapi
persyaratan tersebut.

( 1 )

(2)

Pasal 120

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan
keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak.

Pasal 121

Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan
yang diajukan oleh Wajib Pajak. dengan dituangkan dalam keputusan
keberatan atau keputusan penolakan keberatan.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ay at ( l ). dapat berupa menerima
scluruhnya atau sebagian, menolak, mengurangi atau menambah
besamya pajak yang terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat,
dan Bupati tidak memberikan jawaban. ntaka keberatan yang diajukan
Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk
mengajukatt permohonan mengangsur pembaynran.

(1)

(2)

( 1 )

(2)

(3)

H)

Pasal 122

( 1 ) Dalam hal surat permohonan keberatan ntemerlukan pemeriksaan
lapangan, maka Kepala Badan menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk
melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam
laporan pemeriksaan Pajak Daerah.



Terhadap surat permohonan keberatan yang tidak memerlukan
pemeriksaan lapangan, Pejabat yang benvenang men\-usun masukan dan
pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak yang hasilnya dituangkan
dalam Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak Daerah

Pasal 123

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah atau Laporan Hasil
Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
pasal 120, Pejabat yang benvenang membuat telaahan pertimbangan
keberatan pajak.

Berdasarkan telaahan pertimbangan keberatan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) , Kepala Badan melaporkan kepada Bupati paling
lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati
menerbitkan keputusan menerima atau menolak keberatan.

Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Kepala Badan menerbitkan petikan keputusan keberatan pajak.

Baglan Kedua

Banding

Pasal 124

(2 )

( 1)

(2)

(3)

(4)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding terhadap keputusan
mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati melalui pengadilan
Pajak.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas. dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima.
dengan melampirkan salinan dari keputusan tersebut.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan
pajak terutang atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat
pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak
tanggal penerbitan putusan banding.

( 1)

(2)

(3)

Pasal 125

Pengajuan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 126

Terhadap satu keputusan keberatan hanya dapat diajukan dalam satu
surat banding.
Terhadap banding dapat diajukan surat pemyataan pencabutan kepada
pengadilan Pajak.
Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari
daftar sengketa dengan:
a. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak dalam hal surat pemyataan

pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakatv, dan

b. Putusan Mt\jelis Hakim/Hakim Tunggal melalui diajukan dalam sidang
atas persetujuan banding.

( 1 )

(2)

(3)



Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

(4)

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 127

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan
pcmbayaran Pajak Daerah kepada Kepala Badan.
Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1 ) , disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke
Kns Daerah berdasarkan:
a. Perhitungan dari Wajib Pajak;
b. Kcputusan keberatan atau keputusan pembetulan, pembatalan dan

pengurangan ketetapan, pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi;

c. Putusan banding; dan
d . Kcbijakan pemberian pengurangan, keringanan dan /atau pembebasan

pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan
sccara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya
kelebihan pembayaran pajak.
Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah
disertai dengan mclampirkan;
a. Nama dan Alnmat Wajib Pajak;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ( NPWPD);
c. Masa Pajak;
d. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
e. Alasan yangjelas.
Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Kepala Badan
inemmjuk Petugas Badan untuk segera mengadakan penelitian atau
pemcriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan
pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib
Pm'ak.
Basil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
sebagai bahan pertimbangan Kepala Badan untuk menerbitkan
keputusan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( l ) dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
Kepala Badan dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pt\jak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan
keputusan.
Apabila W«\jib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
IVngembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu
paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannva SKPDLB.
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannva SKPDLB, Kepala Badan
memberikan iinbalan bungs sebesar 2*lo (dua persen) setiap bulan atas
keterlambatan pembayaran pajak.

( 1 )

(2)

*
(3)

(4)

(5)

*

(6)

(7)

(»)

((>)

(10)



I'asal 128

(1 ) Anggutnn untuk pembayaran pcngetnbalinn kelebihan pembayaran pajak
dialukasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengemhalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi dalam tahun
Ix’ijalan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang
bersangkutan.

(3) Pengemhalian kelebihan pembayaran pajak pada tahun-tahun
sehelumnya dlbebankan pada belanja tidak terduga .

( <1) Apabila kelebihan pembayaran pajak dlperhitungkan dengan utang pajak
lainnya sebagnimana dimaknud dalam pasal 125 ayat (8), pembayarannya
dilakukan dengan earn pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan
juga berlaku aehagai bukti .

(5) Kepala Badan mengi\juknn Surat Permohonan membayar kelebihan
pembayaran pgjak kepada PPKI) yang dilengkapi dengan keputusan hasil
pemeriksaan.

(6) Kepala I'PKI) menerbitkan SP2D kelebihan pembayaran pajak.

* BAB XVI
KEDALUWARSA DAN PENGIIAPUSAN PIUTANG PAJAK

Buglnn Kcsntu

Kudnluwnrsn
Pasal 129

( 1 ) link untuk penagihan p^jak menjadi kcdnluwarsa setelah melampaui
Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak sant terhutangnya pajak,
keeuall apabila Wi\|ih I’ajak melakukan tindakan pidana dibidang
perpnjnknn daerah.

(2) Kedaluwarsa penagilmu pajak sebagaimana dimnksud pada ayat (1)
leiiaugguh apabila:
a . Dalam hal diterbitkannyn Surat Teguran dan /atau Surat Paksa; atau
h, Ada surat pengakuan utang pi\jak dari Wajil) Pajak.

(; l ) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa
sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan
plutang dihltung sejak penyampaian Surat Paksa.

(•I ) IVngakuan utang balk secant langsung atau tidak langsung oleh Wajib
Pi\|ttk sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf b, timbul karena Wajib
P^jak dengan kesadamnnya menyatnknn tnasih mempunyai utang pajak
dan belum melunaslnya kepada pemerintah Daerah.

(h) IVngakuan utang sebagaimana dimnksud pada ayat (4) dapat diketahui
dmi peuuuhonan pengiyjuan angsuran atau penundaan pembayaran dan
peimnhunan keberatan oleh Wajib Pajak .

Buglnn Kodun
Tutu Cura Ponghupusnn Plutung Pnjak

Pasal 130

IHutang Daerah yang dlatur dalam IVraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor U7/ PMK.0h/J0J2 meliputi:
a Pmlang Daerah pada IVmerintah Daerah, bendahara umum daerah,

Madan Dtyanan Umunt Daerah; dan

ID



I), hutung Kctribusi Daerah .

Dengan katagori niacet yang tidak dapat disemhknn prngurusannvn
krpada PUPN.
Bupati dapat mcnerbitkan keputusan penghapusan Ptynk Daerah atau
usul Kcpala Badan sebagai borikut :
a. Penghapusan sccara bcrsyamt adalah kegiatan menghapuskan piutnng

pembukunn Pemcrintah Dacrnh dengan tidnk
menghapuskan hak tagih Daerah;

b. Penghapusan secara mutlak adalah kegiatan penghapusan piutnng
daerah setelah penghapusan secara bersvarat dengan menghnpusknn
hak tagih daerah;

c. Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak ntas
Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada
PUPN dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh pejabat
pengelola Keuangan Daerah.

(3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak
dapat ditagih lagi karena:
a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau

kekavaan;
b. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;
c. Objek Pajak tidak dapat ditemukan;
d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
e. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah

dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dibidang perpajakan; atau

f. Hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat
dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya
perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan perimbangan yang
ditetapkan oleh Bupati.

(4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat
ditagih lagi karena:
a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, pailit dan/atau tidak dapat ditemukan;
b. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
c. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah

dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dibidang perpajakan; dan

d. Hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat
dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya
perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang
ditetapkan oleh Bupati.

(2 )

daerah dari

%

o

Pasal 131

(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak
dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) dan
ayat (4), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi
oleh Kepala Badan yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil
Penelitian.



(.M IhlNtl IVurllllmi MPliiiMMllllMIIM prtdfl MVMl ( If Inn 11 *1

tnongiunikan knnlnau \Vi\|lli I'njak dan pltllnng pn|ak vung l *» I M I # « M

mMmgrtl damn untuk liteueitltlkHU hr-aaiuvn pliilang pa|«k Vang dd» k
dnpat dttagih IMHI (Inn (llunulWnM Ultlttk illhn|»li««loiM nlrli Knprtln llmlmi

1’iiMnl i:u
( t ) Mndnsaikan Upomu IInnlt IVitnllllnit srhagaltnatiM dlmnkmid pada I M*» I

1 jo ( i), Kc'pnln Iiiulnn itirnytimm ilnflm IIMIIIMM peiigliapiinaM
piutang p»t|ak .

( J) PaHar umil penghapimau piutang pa|«k aebagaltnana dlinaksiid pada
ayat ( I ) paling sedlkll mrimml :

a . Nomor Objek Pgjak ( NOI'|;
I ). Naina dan aliunal Wnjlb l 'u|nl< ;
c. Alainat Objrk IV\|ak;
d. Juiulah piutang;
e. Tnhun Pajak ; dan
f. Alaaan pcnghapusnu piutang.

Daftar usulan ponghapusau piutang pajak sebagnliiiniin dluiukraid piiila
ayat (1) disnmpnikan krpada Dlipnti..* (3)

PIIRid 133

Berdasarkan usulan penghnpusnn piutang pajak arbngalmnun dimaksud
dalam pasal 130 ayat (3), 13u pat I menerbitkan keputuann trntang
penglmpusan piutang pajak .
Berdasarkan keputusan Bupatl tentang penghnpusnn piutang pajak
sebngaimnnu dimaksud pada ayat ( I ) Kcpnln lladan mrlaktlkan:
a. Penetapan mengcnai rincian alaa bcsnmyu prnglinpusan plulaug

pajak; dan
b. Hapus tagih dan liapus buku alas piutang pi^jak tcrsebul aesunl

dengan Standar Akuntansi Pcmcrintaban yang bcrlaku ,

( 1 )

(2)

BAD XVIII
PEMERIKSAAN DAN PENGAWAHAN

Bnglnn Kosutu

Pomorlksnan Pajak Daorali

Pasal 134

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan Pajak Daerah dengan tujuan
untuk:
a. Menguji kebutuhan pemenuhan kewajlban perpajakan daerah ;

dan/atau
b. Tujuan lain dalam rangka mclaksanakan peraturan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah,

Pasal 135

(1) Pemeriksaan untuk menguji kcpatuhan pemenuhan kewajlban
perpajakan daerah sebagaimnna dimaksud dalam Pasal 133 huruf a,
dilaksanakan pada satu atau bebernpa Masa Pajak dalam tahun berjalan
maupun tahun-tahun lalu.



(2) Pemcriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan jenis
Pemcriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

Pasal 136

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 133 huruf b, meliputi penentuan, pencocokan, atau
pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
a. Pemberian NPWD secara jabatan;
b. Penghapusan NPWD;
c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan objek/subjek kena pajak;
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
e. Pencocokan data dan/atau keterangan; dan/atau
f. Pemeriksaan dalam rangka penagihan piutang pajak.

( 1 )

Pasal 137

( 1 ) Bupati dalam pelaksanaan pemeriksaan membentuk tim pemeriksa atau
memberi wewenang kepada Kepala Badan untuk membentuk tim
pemeriksa yang memiliki kebebasan dan kemandirian dalam tahap
pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil
pemeriksaan.
Tim pemeriksa diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen
dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa
secara fisik terhadap setiap aset yang dikelola Wajib Pajak.
Pemeriksaan pajak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemeriksaan dilaksanakan dengan persiapan melalui:

1. Kesesuaian dengan tujuan pemeriksaan; dan
2. Mendapat pengawasan yang seksama.

b. Luas pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk
yang diperoleh harus dikembangkan melalui:
1. Pencocokan data;
2. Pengamatan;
3. Permintaan keterangan;
4. Konfirmasi;
5.Teknik sampling; dan/atau
6. Pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan.

c. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang
cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan;

d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu Tim Pemeriksa Pajak;
e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat

dibantu oleh 1 (satu) atau lebih orang yang memiliki keahlian tertentu
yang diperlukan dalam pemeriksaan yang bukan merupakan
pemeriksa;

f. Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-
sama dengan Tim Pemeriksa dari instansi lain;

g. Pemeriksaan dapat dilakukan dikantor, tempat kegiatan usaha atau
pekeijaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat
lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak;

(2)



h FVmenksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan
dapat dilanjutkan di luar jam kcija;

i. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas

Kerja F'emeriksaan (KKP);
j. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) digunakan sebagai dasar

pengambilan keputusan, penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau

surat tagihan pajak.
k. Pemeriksaan dilaksanakan dengan persiapan melalui:

1. Kesesuaian dengan tujuan pemeriksaan; dan
2. Mendapat pengawasan yang seksama.

l. Luas pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk
yang diperoleh harus dikembangkan melalui:
1. Pencocokan data;
2. Pengamatan;
3. Permintaan keterangan;
4. Konfirraasi;
5. Teknik sampling; dan/atau
6. Pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan.

m. Temuan pemeriksaan hams didasarkan pada bukti kompeten yang
cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan pemndang-undangan
perpajakan;

n. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu Tim Pemeriksa Pajak;
o. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada humf d dapat

dibantu oleh 1 (satu) atau lebih orang yang memiliki keahlian tertentu
yang diperlukan dalam pemeriksaan yang bukan mempakan
pemeriksa;

p. Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-
sama dengan Tim Pemeriksa dari instansi lain;

q. Pemeriksaan dapat dilakukan dikantor, tempat kegiatan usaha atau
pekeijaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat
lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak;

r. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan
dapat dilanjutkan di luar jam kerja;

s. Pelaksanaan pemeriksaan di dokumentasikan dalam bentuk Kertas
Kerja Pemeriksaan (KKP); dan

t. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) digunakan sebagai dasar
pengambilan keputusan, penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau
surat tagihan pajak.

to

Pasal 138

Pendokumentasian pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135
ayat (2) huruf i, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) wajib disusun oleh pemeriksa pajak

yang memuat paling sedikit:
a. Bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar

pelaksanaan pemeriksaan;
b. Bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan

dengan Wajib Pajak mengenai temuan pemeriksaan;
c. Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);



d Sumber data atau informasi bagi pemelesaian keberatan atau
banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan

e. Rrferensi untuk pemenksaan benkutnya

2. Kertas Kerja Pemenksaan ( KKP) harus membenkan gambaran
mengenai:
a. Prosedur pemenksaan yang dilaksanakan:
b. Data, keterangan dan /atau bukti yang diperoleh:
c. Pengujtan yang telah dilakukan: dan
d. kesimpulan dan hal lain yang dianggap perlu terkait dengan

pemenksaan.

Pasal 139

Hasil pemenksaan pajak disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil
Pemenksaan (LHP) yang disusun sesuai standar pelaporan hasil
pemenksaan sebagai berikut:
1. Laporan Hasil Pemenksaan (LHP) disusun secara ringkas dan jelas.

memuat:
a. Ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan

pemenksaan:
b. Membuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang

kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap
peraturan perundang-undangan perpajakan; dan

c. Membuat pengungkapan informasi lain yang terkait dengan
pemenksaan.

2. Laporan Hasil Pemenksaan (LHP) untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain:
a. Penugasan pemenksaan;
b. Identitas Wajib Pajak;
c. Pemenuhan kewajiban perpajakan;

d. Data/informasi yang tersedia:
e. Buku dan dokumen yang dipinjam;

f. Materi yang diperiksa;
g. Uraian hasil pemenksaan;
h. Penghitungan pajak terutang; dan
i. Simpulan dan usul pemeriksa pajak.

Pasal 140

Jenis pemeriksaan meliputi:
1. Pemeriksaan kantor; dan/atau
2. Pemeriksaan lapangan.

Pasal 141

Kegiatan pemeriksaan kantor dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut;
a. Memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak,

buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk
keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data
lainnya;

b. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya
termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya
dengan memberikan tanda terima;

( 1)



c. Memeriksa buku-buku, Catalan clan dokumcn pcndukung lainnya
termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;

d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang
diperiksa; dan/atau

e. Meminta keterangan dan /atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga
yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Kegiatan pemeriksaan lapangan dilakukan sebagai berikut:
a. Memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti

pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
b. Memeriksa buku , catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk

keluaran dari komputer dan pengolah data lainnya apabila tidak
dapat dipinjam dari wajib pajak;

c. Meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk
keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan
memberikan tanda terima apabila dapat dipinjam dari wajib pajak;

d. Memasuki serta melakukan pemeriksaan pada tempat atau ruangan
yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang
yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau
tempat lain yang dianggap penting;

e. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila Wajib
Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan
untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu atau tidak berada di
tempat pada saat pemeriksaan; dan/atau
Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak
ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang
diperiksa.

(2)

f.

Pasal 142
Pemeriksaan kantor dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi
surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor sampai dengan
tanggal laporan hasil pemeriksaan.
Jangka waktu pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggalberakhimya jangka waktu pemeriksaan kantor.
Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)bulan dihitung sejak tanggal wajib pajak atau wakil, kuasa, pegawai atauanggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, datang memenuhisurat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengantanggal laporan hasil pemeriksaan.
Jangka waktu pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan yang dihitung sejaktanggal berakhimya jangka waktu.

( 1 )

r*

(2)

(3)

(4)



Pasal 143

Pemeriksaan kantor untuk tujuan lain dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hari dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat belas) hari
dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan
dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil
Pemeriksaan.
Pemeriksaan lapangan terkait dengan pemeriksaan untuk tujuan lain
dilakukan paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi
paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah
Pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 144

( 1 )

(2)

( 1 ) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilarang diungkapkan kepada umum,
hanya dapat diberikan kepada mereka yang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan untuk
mengetahuinya.
Situasi lain yang berkaitan dengan keamanan publik dapat juga
mengakibatkan informasi tersebut dilarang untuk diungkapkan dalam
laporan.

(2)

Pasal 145

Apabila suatu pemeriksaan dihentikan sebelum berakhir, namun Tim
Pemeriksa tidak mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, maka tim
pemeriksa harus membuat catatan yang mengikhtisarkan hasil
pemeriksaannya sampai tanggal penghentian dan menjelaskan alasan
penghentian tersebut.

Pasal 146

Setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada Kepala
Badan sesuai dengan kewenangannya untuk ditindak lanjuti, antara lain
dengan membahasnya bersama bidang yang menangani perpajakan.
Wajib Pajak diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan
kesimpulan yang dikemukakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Apabila Tim Pemeriksa menemukan unsur pidana, wajib dilaporkan
kepada Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Hasil Pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh tim pemeriksa
kepada wajib pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan pemeriksaan.
Wajib Pajak yang tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus memberikan tanggapan secara
tertulis kepada Kepala Badan paling lambat dalam 3 (tiga) hari setelah
diterima SPHP dan dilampiri dengan bukti pendukung dan sanggahan
seperlunya.
Apabila senggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
ditindaklanjuti, maka Wajib Pajak dinyatakan menyetujuinya Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) dan harus menandatangani Surat Pemyataan
Persetujuan Hasil (SP2H).

( 1 )

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)



Menindak lanjuti basil pemeriksaan pajak , maka pemeriksaan dapnt
ditindaklanjuti melalui pemeriksaan investigate gunn mcngungkap
adanya indikasi kerugian Daerah dan/atau unsur pidana.

Baglan Kedua
Pengawasan

Pasal 147

(7)

Pengawasan administratedilakukan terhadap:
a. Status penyelenggaraan pajak daerah; dan
b. Penetapan, pembayaran dan penagihan Pajak yang terutang sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 148

Setiap petugas yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan terhadap:
a. Penyelenggaraan pajak; dan
b. Pemungutan dan pembayaran pajak.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
menilai sebagai berikut:
a. Aspek tenis pelaksanaan dan fisik pajak; dan
b. Aspek kepatuhan pemungutan dan pembayaran pajak.
Apabila dalam pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan
pengusutan atas pelanggaran tersebut.
Bentuk Pelanggaran yang dimaksud pada ayat (3) berupa
a. Wajib Pajak yang tidak menggunakan alat rekam transaksi secara

optimal;
b. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dengan batas waktu

paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhimya masa pajak; dan
c. Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak daerah selama 3

(tiga) bulan berturut-turut.

Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai
dasar untuk melakukan tagihan susulan.

( 1 )

(2)r

(3)

(4)

(5)r.

BAB XIX
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 149

Setiap wajib pajak, baik yang berbadan hukum maupun tidak dengan
omzet paling sedikit Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun
wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
minimal harus memenuhi standar akuntansi dasar yang berlaku paling
sedikit memuat neraca sederhana.

( 1)

(2)



BAB XX
KETENTUAN SANKSI DAN PENINDAKAN

Pasal 150

Sanksi tcrhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud dakim pasal 146
ayat (4) huruf a dan b dikenakan tindakan:
a. Pemasangan stiker peringatan dengan batas waktu paling lama 21

{dua puluh satu) hari;

b. Apabila dalam batas waktu 21 (dua puluh satuj hari wajib pajak
setelah dilakukan pemasangan stiker peringatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan penindakan berupa
PENUTUPAN SEMENTARA dengan disertai surat pemberitahuan
penutupan sementara yang ditanda tangani oleh kepala BAPENDA;

c. Apabila dalam batas waktu 21 (dua puluh satu) hari wajib pajak
daerah setelah dilakukan pemasangan stiker penutupan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan dilakukan
penindakan berupa PENCABUTAN IZIN tempat usaha:

d. Dalam hal PENCABUTAN IZIN tempat usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c Kepala Badan terlebih dahulu melaporkan
kepada Bupati selaku Pembina pengelolaan perizinan dan/atau
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk
melakukan pencabutan izin usaha; dan

e. Dalam hal pencabutan izin sebagimana dimaksud pasal (1) huruf d
bukan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara
atau penerbitan izin bukan kewenangan Kepala Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kepala Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan rekomendasi
instansi /Lembaga benvenang untuk melakukan pencabutan izin
usaha tersebut.

Sanksi terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 146
ayat (4) huruf c dikenakan tindakan:
a. Pemasangan stiker peringatan dengan batas waktu paling lama 21

(dua puluh satu) hari;

b. Apabila dalam batas waktu 21 (dua puluh satu) hari wajib pajak
setelah dilakukan pemasangan stiker peringatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan PEMBONGKARAN objek
pajak dan hasil PEMBONGKARAN tersebut menjadi Aset Pemerintah
Daerah Kabupaten Lampung Utara; dan

c. Dalam hal pelaksanaan PEMBONGKARAN sebagaimana huruf b
BUPATI Lampung Utara melalui Kepala BAPENDA menerbitkan surat
perintah PEMBONGKARAN objek pajak.

BAB XXI
BENTUK, JENIS FORMULIR PAJAK DAERAH DAN STIKER

PERINGATAN

( I )

(2)

Pasal 151

Bentuk, jenis formulir dan stiker peringatan, CAP/stempel yang berkaitan
dengan Pajak Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



HAfl XXII
inunmiv FIHKAL PAJAK DAERAH

Paul ir,2

( 1 ) Kupttll ilnpat mrmberlkJin fiskal di hurrah

( 2) liismiil fUkul vlMigfilmsum dimaksud pada ayat II ) daps*. dibenk&n
krpwiit:
it pHitku usaha : (tan
I ) . Pajak non*pelaku usaha .

Fatal 153

( I ) Insentif fiskal untuk pelaku unaha sebagaimana dimaksud dalam Pasai
150 ayat (2) huruf a diberikan dalam rangka mendukung kebijakarj
krmudahan bcrinvcstasi.
Inscntif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pcngurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan
atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
Insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara
jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana

alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang teijadi bukan
karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak
dan /atau pihak lain yang bertqjuan untuk menghindari pernbayaran
Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra
mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai
program prioritas Daerah; dan/atau

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai
program prioritas nasional.

Pemberian Insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan kevvenangan Bupati sesuai dengan kebijakan
Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemberian Insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan
faktor:
a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2

(dua) tahun terakhir;
b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap

perekonomian daerah dan lapangan keija di daerah yang
bersangkutan; dan/atau

d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pemberian Insentif fiskal untuk pelaku usaha mikro dan ultra mikro
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan
kritcria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-
undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

(2)

*\
(3)

(4)

(5)

(6)



|7| lvmb*rtan (nttnitf ontuk *» t*j&* '•*:* •*. ~enmJl
pads Mint 0} huruf d, 4\*r\t* .**r> fprV/rWM V**^*t. > *•»'-?
leftantum dulsm r*r»/ Ar.* pemVfr.g *np*r>&* turnip "

( H| Ivmhrruin ln*rn » if fukril untuk j dwaoirvx.
p*da « > *» Hi huruf « dilakukan dalam fargk* *s
pru> rk atralrgia na %ional

P a w l 1M

f | j Dal«m hal Plemberian Invmtjf fj%kal untuk pe»., - vs.ha

•tM permohonan Wajib Pajak vrbagaimana d:rr.ak.% ..d daiam Pavsl W.
ayat (3), Wajib Pajak melengkapi Dokumen di BAPE’iDA. r/e-\, p% _
a . permohonan dibuat secara tertuli% dengar* m^unaî ) tfehata

Indonesia;
b. melampirkan kartu tanda penduduk;
c. melampirkan NPWPD;
d. dokumen Pendukung yang relevan, seperti laporan kguar.gar,

terakhir, bukti keterbatasan kemampuan finansai, atau yJc
terjadinya bencana alam atau kebakaran pada obrek pajak; da.-.

e. tujuan dan Alasan Permohonan yang menjelaskan secara yeas
tujuan dari permohonan insentif fiskal serta alasar: Wajib Ra;ak
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat 3 -

(2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat I
dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan ke BAPENT) A.
dengan cara:
a. secara langsung;
b. melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukri per.girtman

surat; atau
c. elektronik.

(3) Paling lambat 10 (sepuluh) hari keija sejak diterimanya berkas permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPENDA melakukan pemeriksaan
terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Kepala BAPENDA memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan
atas permohonan wajib pajak.

(5) Berdasarkan rekomendasi Kepala BAPENDA, Bupati menerbitkan
keputusan berupa:
a. Menerima permohonan dengan menerbitkan surat keterangan

penerima insentif Pajak; atau
b. Menolak permohonan dengan menerbitkan

permohonan Insentif Pajak.
surat penolakan

Pasal 155

(1) Dalam hal pemberian Insentif fiskal untuk pelaku usaha dilakukan
secara jabatan oleh Bupati, BAPENDA Wajib melakukan kajian terlebih
dahulu dengan mempertimbangkan:
a. rencana penggunaan insentif fiskal :
b. dampak terhadap penerimaan daerah akibat insentif fiskal yang

diberikan;
c. dampak terhadap penerima insentif fiskal terhadap kondisi

usaha Wajib Pajak;
d. kesesuaian dengan program prioritas nasional/ Daerah;
e. dan pertimbangan lainnya.



(2) IVrtimbnngun lainnyn srhagiilmariH dimaksud pada ayat(1) huruf c
dapat berupa:
a tncmlicriknn kontribusi terhadap pcningkatan pcndapatan

maayarakat;
b. mcnyerap tenaga kcija;
c. menggunakan scbagian bcsar Bumber daya lokal;
cl. mcmbcrikan kontribusi bagi pcningkatan pelayanan publik;
e. mcmbcrikan kontribusi dalam pcningkatan produk domestik

regional bruto;
f. bcrwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. pembangunan infrastruktur;
h. melakukan alih teknologi;
i. melakukan industri pionir;
j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan

yang diproduksi di dalam negeri; dan
m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas

nasional dan/atau berorientasi ekspor.
(3) Pemberian insentif dilakukan secara jabatan oleh Bupati ditetapkan

dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD disertai
dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 156

(1) Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada Wajib Pajak non-
pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huruf b
berupa keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah secara jabatan
terhadap jenis Pajak tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.

(2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat( l ), berupa:
a. kepentingan Daerah dalam rangka:

1. hari ulang tahun Daerah;
2. percepatan target penerimaan;
3. target Pajak di tahun beijalan telah tercapai;
4. penggalian potensi piutang Pajak;
5. limpahan kementerian yang membidangi urusan Pajak;
6. Stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran

Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran;
dan/atau

7. Kepentingan sosial kemanusiaan.

(3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak berupa keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok
dan/atau sanksi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 157

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dinyatakan
tidak berlaku lagi.



(2) Uni luil yang Ix-lum diatur dalam Peiaturan Bupati Dimpung Utara ini,
nrpanjang rnengenal teknin pdakannannnyn akan diatur lebih lanjut
drngan krputiman Bupati.

Pasal 158

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap
orang mengetahulnya, rncrncrintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Bcrita Daerah Kabupaten Lampung
Utara.

Ditctapkan di Kotabumi
pada tanggal (£> ftbruosi 2024

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Diundangkan di kotabumi
pada tanggal [& ftbnso*' 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN DUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR / </ TA1IUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMER1KSAAN,
PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK
DAERAH

DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN ( DBKB ) TAHUN

KELURAHAN
DESA

: LAMPUNG UTARAKABUPATEN
KECAMATAN

KOMPONEN
JENIS

PENGGUNAAN
BANGUNAN

LUAS/TYPE/VOL/ LBR LANTAI/TINGGI NILAI
(Rp.1000 )NO BTG KLM

1 2 3 54

BUPATI LAMPUNG UTARA,

BUEIUTOMO



LAMPIRAN II
I'KKATUKAN HUPATI LAMF'UNG UTARA
NOMOR /</ TAIIUN 2024
TKNTANO
TATA CARA PEMUNGUTAN, FEMERIKSAAN,
PENOAWASAN, DAN PENOHAPUSAN PAJAK
DAERAII

KLASIEIKASI, BESARNYA NJOP UUMI TAHUN

KELURAHAN
DESA

: LAMF'UNG UTARAKAMUI'ATKN
KECAMATAN

NILAI JUAL
OBJEK

PAJAK BUMI
(Rp/ m2)

PENGELOMPOKAN
NILAI JUAL BUMI

(Rp/m2)

KODE KELAS
BUMI

BLOK NAMA JALAN ZNT

I 62 53 4

BUPATI LAMPUNG UTARA,



I.AMI'IRAN III
I ’KKATUKAN IIUI’ATI EAMI'UNO UTARA
NOMOR /^TAIIUN 2024
TKNTANO
TATA CARA I'EMUNQUTAN, I'EMEKIKSAAN,
I’ENOAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK
DAEKAII

KOKMULIR PENELITIAN PERSYAKATAN PENGURANGAN PBB
YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIE SETELAII SPPT DITERBITKAN
LEMBAR PENELITIAN PER8YARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB

YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF 8ETELAH SPPT DITERBITKAN
Nomor :

I. Surat Permohonin

Nomor clan Tanggal

Tanggal Tcrima Surat

II. Identitas Wajib Pajak
Nama / Jabatan

Alamat

III. Daftar Permohonan Kolektif
Jumlah SPPT

Tahun Pajak

IV. Penelitian Persyaratan
a. Surat Permohonan Pengurangan

:

:

:

:

:
:

:

TIDAK KETERANGAJ?YAURAIANNO
Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang
kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima
tanda jasa bintang gerilya atau janda/dudanya

1.

Melampirkan daftar Objek Pajak dengan Tahun Pajak
yang sama

2.

Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia3.
Diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah
pengurus organisasi terkait atau Kepala Desa/Lurah
paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang
bersangkutan

4.

b. Lampiran surat permohonan Pengurangan

URAIAN KETERANGANTIDAKYANO

PBB YANG TERUTANG PALING BANYAK Rp.500.000
(Lima Ratus Ribu Rupiah) Per NOP

1.

Persentase Pengurangan dicantumkan dan disertai
alasan yang jelas

2.

Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya3.
Jumlah Objek Pajak

V. Berdasarakan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV permohonan
Pengurangan dimaksud :
a. Dapat dipertimbangkan
b. Tidak dapat dipertimbangkan :

SPPT;
SPPT;

:

20

Mengetahui
Kepala Seksi/Kepala Bidang Petugas Peneliti

NIP.

BUPATI LAMPUNG UTARA,



I-AMI'IKAN IV
I 'KIMTUIMN IlUI'ATI LAMI'UNO UTAKA
NOMOR fLf TAIIUN ‘2024
TUNTANO
TATA CAWA IMOMUNOUTAN, I'KMKKIKSAAN,
I’ICNGAWASAN DAN I’lCNOMAI’UHAN I’A- JAK
DAKKAII

KOKMUUK LEMBAK I’ENIOLITIAN 1HCKSYAKATAN PICNOUKANOAN PAJAK DAliRAIF
YANG DIAJUKAN SRTK1.AU SURAT KETIOTAF’AN DITIORMITKAN

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOIIONAN PENGURANGAN PAJAK DAERAII
YANG DIAJUKAN SETELAII SURAT KETETAPAN DITERBITKAN

Nomor :
II. Surat Pcrmohouau

Nomor dan Tanggal

Tanggal Terima Surat

V. Ideutitas Wajib Pajak

Nama / Jabatan

Alamat

VI. Daftar Permohonan Kolektif

:

:

:

:
Jumlah Ketetapan

Tahun Pajak

VII. Penelitian Persyaratan
c. Surat Permohonan Pengurangan

:

:

KETERANGANTIDAKYANO URAIAN
Melampirkan fotocopy blanko surat ketetapan dengan Tahun
Pajak yang sama

1.

Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia2.
Diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah
Pengurus Organisasi terkait atau Kepala Daerah / Lurah
Jangka waktu pengajuan permohonan Pengurangan terpenuhi

3.

4.
d. Lampiran surat permohonan Pengurangan

TIDAKYA KETERANGANURAIANNO

Mencantumkan persentase Pengurangan dan disertai
alasan yang jelas

1.

Tidak memiliki tunggakan Pajak Daerah Tahun Pajak
sebelumnya

2.

Jumlah Objek Pajak
VI. Berdasarakan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV

permohonan Pengurangan dimaksud :
c. Dapat dipertimbangkan
d. Tidak dapat dipertimbangkan :

SKPD;
SKPD;

:

20 .

Mengetahui
Kepala Seksi/Kepala Bidang Petugas Peneliti

NIP. NIP.

BUPATI LAMPUNG UTARA,

BUD UTOMO



IAMPIKAS V
f'KHATUKAN BUPATI LAMPU?»G UTARA
SOMOP /y TABUS' 202i

TKSTASO
TATA CAPA PEMUNGUTAS, PEMEJOXSAAS,

PESGAWAS.V » DAS PENGHAFUSAS PAJAK
DAERAH

FORM E UR LAPORAN BASIL PZSELT71AS'
PENGUFANGAN SEC.AKA PERSEORANGAS

LAPORAH HASIL PENEUTIAS
PEMGURAWGAJI PAJAK EUMI DAK EAJTGtTNAN

8ECARA PERSEORAKGA5
tfomor :LAP

Herdasarkan penelitian di kantor/ per.elitian di leantor dan cL lapangan ses _
a. Penelitian di kantor Nomor ' ^ ~ ZZr
b. Penelitian di lapangan Nomor

Telah dilakukan penelilian di kantor dan tanggal
dengan tanggai
sampai dengan tanggai
secara perseorangan oleh wajib Pajak/ Kuasa Waj:b Pajak

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Nama Kuasa Wajib Pajak :
Alamat kuasa Wajib Pajak :

Melalui surat Nomor
Pajak dan Retribusi Daerah dengan uraian sebaga:benku::
L. UMUM
NOP
Alamat Objek Pajak
Tahun Pajak
Jenis Ketetapan
PBB Terhutang

II. DASAR HUKUM
1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampur.g Utara Nomor: 01 Tahun 2024 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor

Pemungutan Pajak Bumi dan Bang’dnan Perdesaan dan Perkotaan
m. HASIL PENELITIAN

1. Penelitian di kantor

.* n̂gga!
ampa:

dan penelitian dilapar.gan dan ta- rg='
terhadap permohenan rang diari:fan

tanggai yang ctterima 3auan Prr.cem'-a

: SPPT/ SEP PBB
: RP

Tahun 2024 tentang Tata Cara

2. Penelitian di lapangan

Mengetahui
Kepala Seksi/ Kepala Bidang Petugas Peneliti

NIP.
NIP.

BUPATI LAMPUNG UTARA,

OBUDI



IAMPIRAN VI
RERATURAN DUPATI LAMPUNO UTARA
NOMOK /</ TAHUN 2024
TENTANC.
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMER1KSAAN,
PENGAWASAN DAN PENGIIAPUSAN PAJ/\K
DAERAH

FORMULIR LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGURANGAN SECARA KOLEKTIF

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGURANGAN PBB SECARA KOLEKTIF

Nomor : LAP

Berdasarkan penelitian di kantor/penelitian di kantor dan di lapangan sesuai Surat Tugas:
a. Penelitian di kantor Nomor tanggal

b. Penelitian di lapangan Nomor
Telah dilakukan penelitian di kantor dari tanggal
dengan tanggal.
dengan tanggal
Kolektifyang diajukan melalui Kepala Kampung/ Lurah
Legiun Veteran / Pengurus Organisasi terkait

melalui

tanggal
sampai
sampai.dan penelitian dilapangan dari tanggal

terhadap permohonan Pengurangan yang diajukan secara
/Pengurus

sejumlah
tanggalSPPT Nomorsurat

yang diterima Dinas Pendapatan Daerah
dengan uraian sebagai berikut :
I. UMUM

Data Wajib Pajak dan objek pajak adalah sebagamana tercantum dalam kolom 2
kolom 3 dan kolom 4, lampiran Daftar Hasil Penelitian PBB secara Kolektif.

II. DASAR HUKUM
1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor: 02 Tahun 2013 tentang

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan

III. HASIL PENELITIAN
Hasil Penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaiman tercantum
dalam kolom 8, kolom 9 dan kolom 10 lampiran Daftar Hasil Penelitian PBB secara
Kolektif .

IV. USUL

Usui untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam
kolom 11, kolom 12 dan kolom 13 lampiran Daftar Hasil Penelitian PBB secara
kolektif.
Petugas Peneliti I Petugas Peneliti II

NIP.NIP.
Mengetahui

Kepala Badan,Kepala Seksi
Bidang

NIP.
NIP.

BUPATI LAMPUNG UTARA,



LAM PI RAN VII
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOK TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,
PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK
DAERAH

FORMULIR SURAT KEBERATAN ATAS SPPT/SKPD PBB
YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN TAHUN PAJAK

Kepada
Yth. Bupati Lampung Utara

Cq. Kepala Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah
Kabupaten Lampung Utara

1 ( satu ) set

Keberatan Atas SPPT/ SKPDPBB

Lampiran :

Hal :

Yang dlajukan Secara
Permeorangan Tahun Pajak

Yang Bertanda tangan dibawah ini
Nama
NPVVP
Alamat
Desa / Kelurahan
Kecamatan
Nomor Telepon

Sebagai VVajib Pajak/ Kuasa wajib pajak atas objek pajak
NOP
Alamat
Desa / Kelurahan
Kecamatan
PBB Terhutang
Tanggal SPPT/ SKPD PBB diterima

Dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/ SKPD PBB Tahun Pajak
dengan

Rp.

alasan.

Menurut perhitungan kami ketetapan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut
,ma x Rp
m2 x Rp . / m2 = Rp

/ m2 = Ep-= Rp

1. Bumi
2. Bangunan
3. NJOP
4. NJOPTKP
5. NJOP untuk penghitungan PBB ( 3-4) = Rp
6. Nilai Jual Kena Pajak ( NJKP) 20 % atau 40 % x NJOP = Rp
7. PBB yang terutang :0,1 % atau 0,2 % = Rp

( 1 + 2 )
= Rp

Bersama ini dilampirkan :
1. Ash SPPT/SKPD PBB yang diajukan keberatan
2. Fotokopi identitas wajib Pajak dan Identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
3. Surat kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan dan/ atau
4. Bukti pendukung berupa fotokopi

a.
b.

Dstc.
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan

,20
Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak

)(

BUPATI LAMPUNG UTARA,



LWKVAS
PEKATURAN BUPAT1 LAMPUNG UTARA
*. V /y 7 Vi:'.'* <£ -
TLN7.ANG TATA CARA PEVTJSOLT.A.H.
PEWETCXSAAS, PIVGAWAS.VI DA’*
PE'< G}1ARJ5A?f PA;AX DAERAH

FOPVUUR SURAT KE8ERATAN AT.AS SPR7/SXPD PB3
YAW D1KTJKAS SECAHA KOLEK7TF TAHUN PAJAK

»>paria
Y B j p a u U rr-'i Vun

Gj. KrpaU 3yUr. ?rr_rfkla
Petribuai Datnh
Xairjpa'rr. - J V T A R A

Vi' .

t/wnui A£M I?7T / *OT F'5Ut

7«iji 5«an
K :•r* .! 7*i -sa Pijifc

tr 7 ' jrrjptr.'..rer**h rr..
E.rah

‘tr*icc:jrxr.
•Jt j.'yCf' rrt / i>A*
• ‘

rsrr .rSjts. dan a'as rama Wajib Pa;ak rrcrngajukan kcbrratan P33 yang tcrutang Tahun
.* ] jmlah
dm-gan alasan keberatan dan penghitungan PB3 yang terutang menurut

SPPT yang terletak di Desa /KeiurahanPa,ak ..

»< a P a,a/ v:vaga.rnar.n daPar trrLampir

/ V-'.'sarna mi diiampirkan :
3. AVi Sm Tahun Pajak

2 La/npiran da/iar Krbrrafan PBB yang diajukan secara kolektif dan/ atau
'P J ; jk’ i prmdukung brrupa fotokopi

lembarvyumlah

a

b.
d%»

l /rttiikinri divirnpikan u n t u k dapat dipcrtimbangkan.
,20.

KEPALA KAMPUNG/ LURAH

)(

BUPATI LAMPUNG UTARA,

BUD i UTfiTMO



LAM PIRAN IX
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR / /TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN ,
PENGAWASAN, DAN PENGHAPUSAN PAJAK
DAERAH

PENELITIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

LEMBAR PENELITIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

Nomor :
I. Surat Pengajuan Keberatan
Nomor dan TanggaJ
Tanggal Terima Surat

II. Identltaa Pemohon
Hama/ Jabatan
Alamat

III.Ketetapan PBB
Jumlah spur
Tahun Pajak

IV. Penelitlan Pcrsyaratan

:
:

:
:

:
:

PEMENUHAN
PERSYARATANURAIAN KET.NO

TIDAKYA

Satu pengajuan untuk beberapa SPIT
Tahun Pajak yang sama
Diajukan sccara tertulis dalam bahasa
Intlonesla

2.

3. Diajukan kepada Kepala Badan Pcngelola
Pajak dan Ketrihusi Dacrah melalui
pengurus organisasi terkalt atau Kepala
Desa/Lurah _____

4. Di lampirkan as l i SPIT yang dia jukan
keberatan

•'». Dikemukakan Jumlah PUB yang
terhulang wajlb pajak dlsertai dengan
alasan yang mendukung pengajuan
keheratannya.

<)• Tidnk memlllki tunggakan PHI ) Tahun
Pajak Nebelutnnya.

7. Diajukan dalam Jangka waktu 3 (liga )
bulan aejak tanggal dllerlmanya SPIT _

V. Ilrrduanrnknn ponellt Ian perayaratau aebagalmana dlmnktud pnda angka romawl IV
poriiiolionan pnngnjuan keborntnnaocnrn kolrkt If teraebut :
a. Dupat dlportlinbangkaii Srjunilali
Il, Tidnk dapat dlportiinbaiigknn acjumlah

SPPT, dau
8PPT,

20
Mrngrlahul

Petugas PenelitiKepala Seks l

NIP.NIP,

BUPATI LAMPUNG UTARA,



LAMPIKAN XII
PLCRATURAN DUPATI LAMPUNO UTARA
NOMOR /<!/TAIIUN 2024
TENTANO
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,
PENGAWASAN DAN PENGIIAPUSAN PAJAK
DAERAH

LAPORAN HASIL PENELITLAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

Nomor : LAP
Berdasarknn Surat Tugas Nomor
penelitian
dari

tanggid telah dilakukan

sampai
terhadap pengajuan keberatan PBB yang diajukan secara kolektif oleh wajib

pajak/kuasa Wajib Pajak, yang diajukan melalui Kepala Kampung/ Lurah
Veteran/Pangurus Organisasi Terkait

tanggal
dengan uraian sebagai berikut :
I. UMUM

tanggal tanggaldengan

/ Pengurus Leguin
melalui surat Nomor

.yang diterima Dinas Pendapatan Daerah
sejumlah SPPT

1. NOP
2. Alamat Objek Pajak
3. Tahun Pajak
4. Jenis Ketetapan
5. PBB Terhutang

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Perkotaan

2. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor.

to SPPT/ SKP PBB
(

.Tahun 2012 tentang

III. HASIL PENELITIAN
SelislhData Menurut

Unsur yang ditelltlNo SPPT/SKP Wajib
Pajak

Petugas
Penelitl (5)-(3)(5 )-<4)

PBB
(7)(3) (4) (S) (6 )(2)m

LuaaBumi (m*)1
Luas Bangunan ( mJ)2
NJOP Bumi/ ma3
NJOP Bangunan4
NJOP Bumi ( Rp)5
NJOP Bangunan ( Rp)6
Penghitungan PBB ( Rp)7
e. NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB
f. NJOPTKP
g. NJOP untuk penghitungan PBB
h. NJKP- 28 % atau 40 % x c
e. PBB yang terutang -

0,5 % x NJKP

IV. KESIMPULAN DAN USUL
1. Kesimpulan

Menerima seluruhnya
Menerima sebagian
Menolak
Menambah besarnya PBB yang terutang
Sehingga menjadi Rp
(•

2. Usui
Petugas Penelitl I Petugas Penelitl II

NIP. NIP.
Mengetahui

Kepala Seksi

NIP. NIPNIP.



LAMPIRAN XIII
PEKATURAN BL'PATl LAMPUNG UTARA
NOMOR MTAHUN 2024
TENTANG
TATA CAPA PEMUNGUTAN, PEMERIXSAAN
PE.NGAWASAN, DAN PENGHAPUSAN PAJAK
DAERAH

FORMULIR LEMBAR PENELITLAN PERSYARATAN PE5GURA5GA5 PAJAK DAERAH
YANG DIAJUKAK BETELAH SURAT KETETAPA5 DITERBITKA5

LEMBAR PE.NELITIA?!PERSYARATAN PERMOHO??AN PE??GURA?iGAR PAJAK DAERAH
YARG DLAJUKAR SETELAH SURAT KETETAPA’f DITERBITKAR

Wotnor :
III.Burnt Perwohr/nan

H'trfti/r ^stri Tar.gga 1
1»/ ys/>n* iir.' t*

VIII. MentiUa WnJIb Pajak
Uitjr.it / Jabaian
AlxrrtHl

JX. Daft*/ Permohonan Kolektlf :
1 Jurnlah Ktirlupitn

j Tahun Pajak

PenelltUn Percyaratan
Burat Permohonan Pengurangan

URAIAH
) , M*lnrnpJ/ kan lolner/py blanko ourat ketr-tapan

<l«-rigar» Tahuri Pajak yang tama
y. Diajukan wain irriuln thtlnrn bahaoa In'loneaia
'}, Diajukan kfpa/ia Krpala Harlan IVridapatan

' hurrah I'rnguru* Organivtai trrkait afau Kepala
I Darrab ] Lurah

4, ; Jangka waklu pengnjuari permohonan
| IVngurangari ierpenuhi
Larnplran aurat permohonan Pengurangan

:

:
:

:
;

TIDAKYA KETERAHGAWno

KETERANGANTIDAKYAURAIANWO

Me/n arilurnkan perwnlaw Pengurangan flan
rlivifai ala’ian yang jelas
'liflak rnr- triiliki lunggakan Pajak Daerah Tahun
Pajak aebelumriya

I .
7 .

.1urnlah Objek Pajak
llerdaaarakan penelltlan perayaratan aebagalmana dimaksud pada angka romawi IV

permohonan Pengurangan dlmakaud :
a , Dapai diperlirnhangkan

VII.
.SKPD;:

SKPD;1», liflak flapat iliprrllmbangknn :

. 20

Mcngctahul
Kfpnlii HckNl /Kirpiiln Hldiing Petugas Pcncliti

NIP.NIPI . .. I nr u •rnnrrnifl/"'.! I

BUPATI LAMPUNG UTARA,



I.AMPIRAN XIV
PERATURAN MUPATI EAMPUNO UTARA
NOMOR /VTAIIUN 202A
TI5NTANG
TATA CARA PEMUNQUTAN, F’EMERIKSAAN,
PENGAWASAN DAN PENGIIAPUSAN F’AJAK
DAERAM

FORMULIR LEMRAR PENELITIAN PERSYARATAN F’ENGURANGAN PRB
YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF SETELAH SPIT DITERBITKAN
LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB

YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF SETELAH SPPT DITERBITKAN
Nomor

IV. Surat Permohonau

Nomor dan Tanggal

Tanggal Terima Surat

XI. Identitas Wajib Pajak

Nama / Jabatan

Alamat

XII. Daftar Permohonan Kolektif
Jumlah SPPT

Tahun Pajak

:

:

:
:

:

XIII. Penelitlan Persyaratan
Surat Permohonan Pengurangan

KETERANGANNO URAIAN TIDAKYA

I 1. Melampirkan beberapa fotokopi SPPT dengan Tahun
Pajak yang sama

2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
3. ! Diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan

i Retribusi Daerah Pengurus Organisasi terkait atau
Kepala Daerah / Lurah

4. Jangka waktu pengajuan permohonan Pengurangan
I terpenuhi

Lampiran surat permohonan Pengurangan

NO URAIAN YA TIDAK KETERANGANo PBB YANG TERUTANG PALING BANYAK Rp.500.000
(Lima Rants Ribu Rupiah) Per NOP
-wajib Pajak-nya orang Pribadi veteran pejuang
kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan,
penerima tanda jasa bintang gerilya, atau
janda/dudanya
- karena benrana alam, atau- sebab lain yang luar biasa

1.

Mencantumkan persentase Pengurangan dan disertai
alasan yang jelas

2.

3. Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak
sebelumnya

Jumlah Objek Pajak
VIII. Berdasarakan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV

permohonan Pengurangan dimaksud :
a. Dapat dipertimbangkan SPPT;

b. Tidak dapat dipertimbangkan : .SPPT;

20
Mengetahui

Kepala Seksi/ Kepala Bidang Petugas Peneliti

NIP.NIP.



LAMPS.AN VI
PEXATVRAN BUPAT1 LKVr.AG ITTAR.A
sew:~ / / TV- A 20**
TENTVSG
T \7 A CLAZA PLAC.''J-'’W . TY-VĤ o, AAN
TENGAYASAN PAN FOGR\r;ji\.\ FV AK
DAEKAH

reRSTJLZR LAPCRAN:-IA57
_ FEXELTPAN

PENC-VRAN3AN SICAKA FZRSZPRANz AN

nsrenuKur PAJAS sne OAJT unnuui
SICARA nwnurdti

Xsa«1AP
dik?.-:rr piwV— d_ i

c_ -̂•zr ± karrrar Nrmnr
arc dar a. -arvar.cia:s^«c

_
a_ Rara: P

_
ca> :

t£3s»:
t= Z^Ci_<L Pcr.--- .̂- C. laneT-ja.- Nrmrr

k- ~ fc karrar dar. tarsal sa~ rva.
dfnxar ds:7*r-<f - x-- .- -~ dir. rar.gca.

rrrbada:- xnabssia Prr.c_rar.gar.yarc Ciiufcir.sarr_ Da. dercar
seaara prrser.-arjar rjrb ri.r Paak ?iai

M»aVapbFtapk :
Alamai Wapb Paak :
NamaKoasaW^bP^ak :
A'js-i- huw Wajib Piii

tacĝ l
dar. Rctrdjus; Darrah cercar. ur.-.i-.r: se'raca: berku: :
VrLalu: sura:Nr-rr yar.i ‘Hau Radar jtejrlcu Paak

nr. UMTM
NOP
Alaraa: C"r rk Paak

Paakan
Jenis Kete^sar.
P3B Terfcurars

V. DASAR HUKUM
1. Feranuan Dacrah Kabuaatm La*npurg Vrara Nom.'r 01 Tabus A1'.0 ar.rar^ParakDaeras
2.Pexamran Busas Lanpurs:Utara Ncmor

tanungutan Paak Bami dan Bar.gur.ar Prrdrsaan dar. P?rka:aar.
VI. HASH, PENEUTLAN

3. Penelirian di kasror

5?P7 SX7 P5B
R?

~._r. 20'.° tmrang Tara Cara

o

4. Prneutian di lapasgan

Mengetahui
Kepala Seks;' Krpala. Bidang FVtugas FVnelis

Y.P
NIP.

BUPATI LAMPUNG UTARA.



IAMPIRAN XVI
PERATURAN DUPATI LAMPUNQ UTARA
NOMOK N TAIIUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,
PENGAWASAN DAN PENGIIAPUSAN PAJAK
DAERAH

FORMULIR LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGURANGAN SECARA KOLEKTIF

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGURANGAN PBB SECARA KOLEKTIF

Nomor : LAP

Berdasarkan penelitian di kantor/ penelitian di kantor dan di lapangan sesuai Surat Tugas:
c. Penelitian di kantor Nomor tanggal

d. Penelitian di lapangan Nomor
Telah dilakukan penelitian di kantor dari tanggal
tanggal
tanggal
Kolektifyang diajukan melalui Kepala Kampung/Lurah
Veteran/ Pengurus Organisasi terkait....

melalui

tanggal
sampai dengan

sampai dengandan penelitian dilapangan dari tanggal
.terhadap permohonan Pengurangan yang diajukan secara

/Pengurus Legiun
sejumlah

tanggalSPPT Nomorsurat
yang diterima Dinas Pendapatan Daerah

dengan uraian sebagai berikut :
V. UMUM

Data Wajib Pajak dan objek pajak adalah sebagamana tercantum dalam kolom 2
kolom 3 dan kolom 4, lampiran Daftar Hasil Penelitian PBB secara Kolektif.

VI. DASAR HUKUM

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor: 02 Tahun 2013 tentang

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
VII. HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaiman tercantum
dalam kolom 8, kolom 9 dan kolom 10 lampiran Daftar Hasil Penelitian PBB secara
Kolektif .

VIII. USULo Usui untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom
11, kolom 12 dan kolom 13 lampiran Daftar Hasil Penelitian PBB secara kolektif.

Petugas Peneliti IIPetugas Peneliti I

NIP.NIP.
Mengetahui

Kepala Badan,Kepala Seksi
Bidang

NIP.
NIP.

BUPATI LAMPUNG UTARA,



LAMIHRAN NVIl
PERATURAN BUPATI LAMI’UNO UTARA
NOMOK / / TAHUN 2024
TENTANO
TATA CARA PEMUNQUTAN, l’KMHRIKSAAN,
PENGAWASAN DAN PENC.HAPUSAN I'AJAK
DAERAH

FORMULIR SURAT KEBERATAN ATAS SPPT/ SKPD PUB
YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN TAHUN PAJAK

Kepada
Yth. Bupati Lampung Utara

Cq. Kepala Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah
Kabupaten Lampung Utara

Hal
1 I saru|spt
E*her»taa Atas SPJT/ SKPDP3B

Tang diajukan Secara
Peraeorangao Tahun Pajak

Yang Bertanda tangan dibawah ini
.'i&ma
HFWP
Alamat
Deta / Kelurahan

K*rama’an
! Homor Telepon

% :

:

Sebagai Wajib Pajak/ Kuasa wajib pajak alas objek pajak
HOP
Ala/nat
D«- ?>a / Kflurahan
Krrcamatan
PBB Terhutang
Tanggal SPPT/ SKPD PBB diterima :

:
:
:
:
: Rp.

Dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/ SKPD PBB Tahun Pajak
dengan

alasan

M«-nurut perhitungan kami kctetapan PBB yang wharusnya adalah sebagai berikut
.m1 x Kp
m‘ x Rp . / rrP - Rp

/ m' - Ii(L,

“ Rp

8. Bumi
0. Bangunan
10. NJOP
11. NJOPTKP

( 1 2 ) - Rp
•Rp12. NJOP uriluk pcnghitungan PBB ( 3-4)

13. Nilai JuaJ Kf-na Pajak|NJKP) 20 % atau 40 % x NJOP - Rp .
: 0,1 % atau 0,2 % - Rp14. PBB yang Irrutang

Urrnuma ini dilampirkan :
5, Asli HPIT/HKl’D PBB yang diajukan kebcratan
0. l otnkopi idenlilas wajib Pajak dan Identitas kuaaa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
7. Surat kuana dari wajib pajak dalam hal dikuasakan dan / atau
8. Bukli pendukung br rupa fotokopi

< 1 .
r.
r. DM

Dcmikian disainpaikan unluk dapat dipcrtirnbangkan
,20

Wajib Pajak / Kuusa Wajib Pajak

( )
/1* *

BUPATI LAMPUNG UTARA,
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iAWIFAV y .’U
FEF.ATLTKAN BIT- V". - JE'JVNG £.;-
N'JMOfc WT.A-G'N 2b2*
TEKT.WG
TATA CAfl* FEMUNDVTAN HaUCillKSAA
FENGMU'ASAN DAN FUNGEAFLJSA* T/A./ AL
DAEF.AH

FORMULJR SURAT KEHERA.7AN AT.A5 SP77 SO7!F3E
YANG D1AJUKAN SECAEA LOLEITHF TAHl̂ r'A^ AH

Lrpact.

' lh. Burial. BaiuEuru Ihan

Zq Urouu. Baum Baiai; i ferrirrus If.
LiuiuTjatrr Lanniirnj Barr

Barrprrau :

I Hal :
1 i Eatu I an
glhtrataii Aaa S?TT ! SETT FEI

TBEJ dit.tuttis Seciux
Kolgfctif Tthrr ygirtr

ra

Vang Berranua ranrar. dlbawad rr
krpaia k'ampung Lurafa
Kecamatan
Kabupaien Kota
V.a—; y. T

o

Berzndak unluk dan atas nama Wajib Patak mengaiuiiar a-ar PEE ~HTIT inmani "nnirr
SPP7 yang "Erffiai; d ZJZEE. 'n^ uiranm

Qengan aiRRar. kfberaian nar ynrnnmrar PEE yang znsnimr
Paiak srjumlat

Bersama ini dilampirkan :

A . Asli S??T Tatum Pajak sfjumiak

5. Lanpiran daftar Keberaian PB5 yang diamiiar s?zara iunemi uar. ira:

6. Bnkn pendukung berupa fotakop:

iemnar

a.
b.

c. ds:o
Demunan disamplkan unr

_
k napa: a:nzm

T~r - 1 ~.t nviyi-. I-TXJkE



LAMPIRAN XIX
PICRATUKAN BUI WIT LAM HUNO UTARA
NOMOR /7 TAIIUN 2024
TRNTANO
TATA CAKA PKMUNOUTAN, PEMERIKSAAN,
PENGAWASAN, DAN PENGMAPUSAN PAJAK
DAERAH

PENEL1TIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

LEMDAR PENELITIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

Nomor :
II. Surat Pengajuan Keberatan
Nomor dan TnnRgal

Tanggal Terima Surat

V. Identitas Pemohon
Nama/ Jabatan

Alamat

VI. Ketctapan PBB
Jumlah SPPT

Tahun Pajak

VII. Penelitlan Persyaratan

:
:

:
:

o
:

:

PEMENUHAN
PERSYARATAN KET.URAIANNO
YA TIDAK

Satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun
Pajak yang sama

1.

Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia2.
Diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah melalui pengurus
organisasi terkait atau Kepala Desa/Lurah

3.

Dilampirkan asli SPPT yang diajukan keberatan4.
Dikemukakan jumlah PBB yang terhutang wajib
pajak disertai dengan alasan yang mendukung
pengajuan keberatannya.

5.

o Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak
sebelumnya.

6.

7. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak tanggal diterimanya SPPT

VI. Berdasarakan penelitlan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV permobonan
pengajuan keberatansecara kolektlf tersebut :
a. Dapat dipertlmbangkan Sejumlab
b. Tidak dapat dipertlmbangkan sejumlab

SPPT, dan
SPPT.

20
Mengetahui

Petugas PenelitiKepala Seksi

NIP. NIP.

BUPATI LAMPUNG UTARA,



LAM PIRAN XX
PERATURAN DUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR /Y TAHUN 2024
TENTANC.
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSA/\N,
PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK
DAERAH

PENELITIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANC.AN

LEMBAR PENELITIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN

Nomor :
II. Surat Pengajuan Keberatan

Nomor dan Tanggal

Tanggal Terima Surat

V. Identitas Pemohon
Nama/ Jabatan

Alamat

NPWP

VI. Ketetapan PBB
NOP/ No.SKPD PBB
Besarnya PBB terhutang

Tahun Pajak

VII. Penelitian Persyaratan

:

:

o

PEMENUHAN
PERSYARATANURAIAN KET.NO

TIDAKYA
Satu pengajuan untuk 1 (satu) SPPT Tahun
Pajak yang sama1.
Diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia

2.

Diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan
Pajak dan Pendapatan Daerah

3.
Dilampirkan asli SPPT yang diajukan
keberatan

4.o Dikemukakan jumlah PBB yang terhutang
wajib pajak disertai dengan alasan yang
mendukung pengajuan keberatannya.

5.

Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak
sebelumnya.6.
Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak tanggal diterimanya SPPT

7.
VI. Berdasarakan penelitian persyaratan scbagaimana dimaksud pada angka romawi IV

permohonan pengajuan keberatansecara perseorangan tersebut :
a. Dapat dipertlmbangkan Sejumlah . SPPT, dan

b. Tidak dapat dipertlmbangkan sejumlah SPPT.
, 20

Mengetahui
Kepala Seksi Petugas Peneliti

NIP..: NIP.t
BUPATI LAMPUNG UTARA,
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VIII. KESIMPULAN DAN UBUL
2. Krsitnpulan

Mrnrrima sclurulinya
Mrnrriiua arbagian
Mrnolak
Mrnumtiah Uesamya I’HH yang terutang

Ht-hingga mrnjatli Rp
II.1. Usui

Petugas Penelitl IIPetugas Penelitl I

NIP.NIP.
Mengetahui

Kepala Scksl

NIP. NIP.NIP.

BUPATI LAMPUNG UTARA,



LAMFMRAN XXII
PERATURAN I3UPATI LAMPUNG UTARA
NOMOE/V' TAIIUN 2024
TENTANO
TATA CARA I'EMUNGUTAN, PEMERJKSAAN,
PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK
DAERAH

FORMULIR LAPORAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

LAPORAN HASIL PENELITIAN
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF
Nomor : LAP

Berdasarkan Surat Tugas Nomor
dari tanggal
pengajuan keberatan PBB yang diajukan
diajukan melalui Kepala Kampung/ Lurah

sejumlah SPPT melalui surat Nomor
yang diterima Dinas Pendapatan Daerah dengan uraian sebagai berikut :

telah dilakukan penelitian
terhadap

tanggal
... sampai dengan tanggal

kolektif oleh wajib pajak /kuasa Wajib Pajak, yang
/Pengurus Leguin Veteran / Pangurus Organisasi

.tanggal

secara

Terkaito
V. UMUM
6. NOP
7. Alamat Objek Pajak
8. Tahun Pajak
9. Jenis Ketetapan
10. PBB Terhutang

VI. DASAR HUKUM

a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Perkotaan

b. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor

SPPT/ SKP PBB
)( !

.Tahun 2012 tentang

VII. HASIL PENELITIAN
SellsthData Menurut

Unsur yang dltelitlNo SPPT/SKP
PBB

Wajib
Pajak

Prtugas
Penelitl (5H3)(5H4)

HI (6)(3| (S) (7)(2)( 1)o LuasBumi (mJ)1
Luas Bangunan (mJ)2
NJOP Bumi/ mJ3
NJOP Bangunan4
NJOP Bumi ( Rp)5
NJOP Bangunan ( Rp)6
Penghitungan PBB ( Rp)7
a. NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB
b. NJOP TKP
c. NJOP untuk penghitungan PBB
d. NJKP= 28 % atau 40 % x c
e. PBB yang terutang -

0,5 % x NJKP



I.WU'IKAN Will
I’l 'KM'llK’AN HUPATI I.AMIMINO IM ARA
NOMOK / */ TAIIUN M )J I
U N I A N U
FATA l’AKA I’KMUNOUTAN, PKMKKIKHAAN,
I’KNOAWANAN DAN PKNOIIAI’IIHAN I’A.fAK
PAKKAII

HESARAN TAR1I' SI'AVA PAKKIR 'H /IAP

a. Komiarnan truck dengan gaudcngan, trailer atau kciidnraan Inin
vangsejenis, sebesnr Rp. 10.000,00 (scpululi ribu rupiah);

b. Kendaraan truck, bus dan nlat besar /berat atau kendarann lain
yangsejenis, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima rntus rupiah);

c. Kendaraan truck mini dan kendaraan lain yang sejenis,
sebesar Rp.5.000,00

d. Kendaraan mobil sedan, pick up ntnu kendaraan lain yang
sejenis, sebesarRp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

e. Kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 2.000,00 (dun ribu rupiah) ;
dan

f. Kendaraan sepeda, sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah).

(lima ribu rupiah);

BUPATI LAMPUNG UTARA,



lAiora&N wr*
FERATVRAX F7TAT. L\Vr\ No 1*7 \< V

\OMOR /V TVHUN 222-*
TENTANG
TATA CARA PF-VL NiiiTAN. l Y V f v s S V VY
TENGAWASAX DAN TEN0HVTA $\\ :A V\

DAERAH

DATTAR KEEAS JALAN D AN NILA] STRATEGIS LOVAJ^I

PENYELENGGARAAN REKLAME DIWILAYAH LAMFLNCJ L . AX.

NILAI STRATEC.l
LQKASIKLASIFIKAS1NO

1 - KELOMPOK JALAN UTAMA /
PROTOKOL

25 °»

20 co2. KELOMPOK JALA?* KELAS 1

15 °o3. KELOMPOK JALAN KELAS 11
10 ° 'o4. KELOMPOK JALA!* KELAS III

BUPATI LAMPUNG UTARA,

I



I,AWI'II'AO / XV
n .i' /ynnyj i MUI'ANI,AMI'U/ <A No /-./'A
n t / i /i n i' //
II.INAMO
'1 A'lA ' Al'A I'l'J/lUOON'IAO, I'OMKf'JKOAA'.',
I'I'.NOAV/AMAN NAM I'ht4filtAWJUAH I'A/AK
hAIM'AII

'1AIIUN /0/1

11 AM* tA I »AMAM All' 'lAHAII MhNNI'N'l I'hl' UH'l UKAI i

l )AII VOl,l /MIM'b/ fOAMIIII,Af / All' 'IANAll

WII A V A I I I I : I ,AMI 'UNII IJTAMA

VOMIMR PKIfOAMWLAN AIR|M*)
lOl - COl - lOOl -
000 1000 2000

NO. I’ICIt IJNTIIKAN AIK
^2.5000-100

>

I , Mnnlnl / Non Nliif'ii J .217l.I70 1.100 1.2 I .'} ) .2.00

’J. Nils'll K »*i II l.4821.4401.381I ,:»4o 1.4I0
It ii It ml 11 Kri ll dim
Nlii{’n M > ‘IIRM|'ii 11

Nlnp.ii llrnni

1.008 l .718l.017I .ft 10 1.007

1.054*1. 1.8871.752 1.8101.048

2.1005 . Imlimli I llrnni 2.1002.0211.0.071.855
All Milium I Inlniii
Krnmnnn

< > . 10.107 12.8027.4 124.7172.021

BUPATI LAMPUNQ UTARA,



LAMM KAN XXVI
PERATURAN MUI’ATl LAMPUNG UTARA
NOMOK /4 TAHUN 2024
TKNTANO
TATA CARA I'KMUNCiUTAN , PEMPKIKSAAN,
I'KNGAWASAN DAN PENGMAf'USAN PAJAK
DAKRAM

DAFTAR NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR)

(dalam rupiah]
NJOPR

KETINGGIAN SATUAN KET.JENIS REKI.AMENO
10 m s/d
19,99 m

>20 m< 0,00
m

/ M2/
MKNIT/ HAR1

75r.5Mcgutmn / Vidmtrnn
/1,101 )

I lilllxmrd:
II . di lltilH lllllllll
l > . diiiliia !-'« * < 1111 if'

/ liimgiimm
Nrnn Itnx/ Ndin Sign:
ii . dinlns liiiinli
li . diiilnx
|> <‘« 11 M l ^t / 1 Mil l|* l 11 llll I

Reklamc l<11i11
I i i I I l i i c i

I l i i i i do

50I .
/ M2/
MARI2 . 3.250

2.500
» 150
2.250

» .000
2.000 M2/ HARJ

;» . M2/ HAR14.150
.» .050

4.300
3.800

4.000
3.500 M2/ IIARI

M 2/ IIARI
M 2/ MARI
M2/MARI

3.000
0.500

3.500
10.500

2.500
/.500

4.
All Size5.
Minimal 1
bulan

.5.000
O.

/ Duah /
I Int i
M2/1 IAR1

150.000K'I'UI I I I I I I' l l i lm i t / 1 l i i l tm
( lilnni
KVklamr
Kemli iiini / lid jiilmi
lx'i* UIMIIII * Idliil / MInld

7 .
4 ,000M

IVriletik10 Minimal
60 detikO .

IVrdelik750 Minimal 60
detik

k'eklanu’ Minim10
IVrhnriIx*i'k 1111111' I *i ' iliiiinli

it I 'i i ii (i.niiii illliim yang
ltd nllnl |id 11 in •ii ' i I

Ii . I 'd agilllll VMUg I Ii Ii l k
|id llllllldl

Wnll |mil Ii IK dim
Hi 'idilsiiyn
15'1. Illllll' lllllllll )

ili'diiiig/ l. iinagnn ( Nun
I ' lllll / Mlidi' )

•l . ( )( )( }
Minimal
10 hari

I I .< '

Setiap Kali Peragaan7 ,500

Dlltlliing 50 % dmi Nilni I'mil' I’ujak Milllxtnrd
12

I Millnng 35 i dm i nilni InrilPnjnk Reklaine diluar
( Idltlllg / k'llllllgnit13

( ' iiliilint
I Uiiltil. II11.11n1111 vniig iiidiipmiiiimlknn pmdnk mkok dan miiunnan

Itdiiknlinl nllnl palnkma ill Ininlxih seliesin 1>0'5» ( lima piilnli|>ersen) dari
mini paknl. palal.
Manila l.d ll / i tnnnli langgn I 0'5. dan tat ( I pajak tvklnme (Papan Naina dan
I (amid|

mil’ATl LAMl’UNO UTARA.

/

n/ldl ITTOMO



Lvvr*.:<A\ \v*
PEKATVKAN HlTNTt LAMIA NO l'7 K< \
NOVIOK * TUIIA 0004
TEXTANO
7 v? \ C \K \ rrvi NO;"v\ rrv \sw\
r;:.\viv» VSA\ iv\ NJAVWSAN rv vw
p v? :< v!t

CONTOH PEKHlTUNOAJf NILA1 SEWA REKLAME DAJI JilLAl P.UAK REKLVME

1. Keklame Megairon Yuleottvn LKP

V O: R V.' Mi'N .T »! VN:
N:';; N ^ V'. \\

L < o.oo nx O ra s v
;. >;0 m

\o.oa ;y.
\SLOR.VS!NO

KELOMPOK JALAN.
LTAMA PROTV''KOI

1.
'5 *«

KKLOMIV> K JAIAN KK1AS 1 -'0 '\, 50 '5CV>

3. KKLOMPOK v'ALVN KKIAS U 15L

L±L KELOMIMK 3Al.VN KKIAS 111 10 '\>

Contoh IVrhitnnean :

Keklame Nlegatron
Jendml Sndirman
Ketin&gian

Jutnlnh
Waktu operational
solatna l Tahun
llitunglah berapa pajak reklamenva per Tahun.'
Jaw ah:

ukurun S m \ 4 m dipasang d > a'.an

o m
1 unit
it' jam 'nan (Jan puku't 0" tV s a W.0\v<

0'.' M.': JO mO \ l Unit
05

: U> Jam Han
: 1 I'ahun - Jt'5 Hurt

Ukurun lams
Nilai Stmtegis l okas di jalan utama
Waktu operasional / Purasi tklatt
Menit / llari Lama pemasangan

NJOl'K
NSK

'V

'>('0

Kp 50 MO Menu Man
NJOl'K ( NSl \ NJOl'R 1

Kp.50 * y 0> 'V \ Rp.50 1
Kp. t'0.5 MO/ Menit ’ Han
NSK \ I'ant \ Purasi \ lama pemasangan y \ I'ahun l

Kp. 5. AM
i'ajak Keklame

/ MO/ / I'ahun
Jadi untuk luas JO MO
Jumlah Unit
I’ajak Keklame I

«•
- Kp, t'0.5 \ 05 *\* \ I \ Jt'5- I'ajak / MO / Menit I'alnin \ I ttas Putast \

Kp. 5.70J x JO \ » )t >0 \ I - Kp, WJvl'H'. U'O



2 ~ir u»rd Tvp.\ n Varna lUiliho

*. ~ r i ’ > >, r j ) \ p , r t / M a h h o d i a l a* t i i r i i i h

NJOPR / MJ / MENIT/ HAK!
KETINOOIANNSIOKAS1\ t
10 m s/d
19.99 m

L c O.OQ >20 m
m -

KELC MPCK JALAN.
U7AVN FROTOKOL

M - 25 r .-

2 3.250KEEOMPOK JALAN KEENS 1 20 % 3.000 3.150

3 KEEOMPOK J.VENN KEENS II 15 °o

4. KELOMPOK J.NENN KEENS III 10 °0

'~ r.r.’ rr. :-> rr.;~~jr. rr-. .

ukuran 8 in x 4 m dipasang di jalan Ahmad Yani

: 1 unit

: 9 m

Reklame BEboard

Jumlah
Kerr.ggian

Wakru Pemasangan
Hirunglah berapa pajak reklamenva per Tahun?

Jawab:

1 Tahun

: 32 m2 x 1 Unit = 32 M2Ukuran Luas
Nila:Strategy Lokas di jalan utarna : 25 %

: 1 Tahun = 365 Hari

= Rp 3.000/ M2/Menit /Hari NSR

= NJOPR + ( NSL x NJOPR )

= Rp. 3.000- ( 25 °o x Rp.3.000/ M2/Hari)

= Rp. 3.750 M2/Hari

= NSR x Tarif Pajak x Lama pemasangan ( 1 Tahun )

= Rp. 3.750 x 25 % x 365 = Rp. 342.187,5

Waktu pemasangan

© NJOPR

Pajak Rekiame

/M2/Menit/Tahun

Jadi untuk luas 32 M2 = Pajak / M2/Tahun x Luas Durasi x Jumlah
Unit Pajak Reklamenva = Rp. 342.187,5 x 32 x 1 = Rp. 10.950.000



v "J* ?EHEG. rk'-Iia: rama P£nrr.nanur

:r IT. ?, . ->i»r -rrc - rr

If rT

!: lx ixc2. I rvV?r=JjCM?CiK I! - Y SZUkf

3. :*zi:y?:\ IAULN SZLAS If 1 r

4. SELCMPCK JALAN KZZV? H - • (, t

Ccr.irh P? -- r ~ ;

Rf .k:- —;> Frfrs~.- ~~ > ~ -v - ~ r >. 'v. . . . . / ' .
JumLth
Xenr.-r_- : IVY.-.Wakru JYrr
Kirunjf.ah rv-ir\£ ?«.*£ rtv-ir.— ir. TV'T IsSu-
v’.nva>:

n v;ii -I \Ukurar. Luas
Ma; S:r\:rc < Loias . . . • . A,

Wak:u r*f ~ASS.\~
NJOFR

* vY I v\V VI

W X * V* . V V IX

v\v - ;> x \ sx I v\v vi * u
W I YV VI A -
\ S < v • '. - .A \ . a - ' .' .vr.'vW VvM ' V“A>4 '

N\' I «VV\ I> <V \ Av - 'v ,' IIS

:Y v VI V*h\m \ . WAS \ . . . ' .1' v ' ' V

* N'T' IIS YY \ I'I \ - Sy> MWV

NIX

I'ajak r

MI Tahun
Iiui » untuk iuas II VI
Nrklamf i\\a
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< KYklamc Neon Max

it Koklumr Nron Mox diatas rnn»ih

N J O P R / M J M I N I I / M A R I
K K T I N I '.< 11 XN

< o.oo 10 in s /d ni
lu.oo m

NS!1 « 'K \5!NO

m-
KKIXJMI\>K JAPAN.
UTAM A 'PROTOKOL

I .
25 ro

20 % 4.0002 . KKLOMIMK JALAN KKLXS I 4.150 4.3<X>

3. KKLOMTOK JALAN KLl-XS 11 15 %

4. KKLOMPOK »'ALAN KKLXS 111 10 % i.

('i N n t f N^ J V> r S» t n n oV v i i i O u « v » I .u u * I L I U » .

ukuran 1 m x 1 m dipasang di jalan
1 unit

Reklame Neon Hox
Utama Jumlah

Kclinggian m
1 Tahun

Hitunglah berapa pajak rcklamcnva per Tahun ?
YVoklU remasongon

Jawnb:

: 1 m 2 x 1 Unit = 1 M 2Ukuran Luas
Nilai Strategis Lokas di jalan utama : 25 %

: 1 Tahun = 365
= Rp 4.000/ M 2/ Hari

NJOPR ( NSL x NJOPR )

= Rp. 4.000 ( 25 °o x Rp. 4.000/ M 2/ llari )

= Rp. 5.000 M2/Hari
= NSR x Tarif Pajak x Lama pemasangan ( 1 Tahun )

= Rp. 5.000 x 25 % x 365 = Rp. 456.250
= Pajak /M2/ Menit /Tahun x Luas Durasi x Jumlnh
= Rp. 456.250 x 1

Waktu pemasangan
Han NJOPR

NSR

Pajak Reklame

/ M2/ Menit /Tahun
Jadi untuk luas 1 M 2
Unit Pajak Rcklamcnva = Rp. 456.250x 1



b. Reklame Neon Dox dintns Gedung / Bangunan

NJOPR/M2/MENIT/riARI
KETINGCilANNSLLOKASlNO

10 tn 8/d
19,99 rn

>20 m< 9,99 m

KELOMPOK JALAN.
UTAMA/ PROTOKOL

1 .
25 %

3.80020 % 3.050KELOMPOK JALAN KELAS2. 3.500

3. 15 %KELOMPOK JALAN KELAS II

4. 10 %KELOMPOK JALAN KELAS III

o
Contoh Perhitungan:

: ukimin 1 m x 1 m dipasang di jalan
: 1 unit
: 9 m

1 Tahun
per Tahun ?

Reklame Neon Box
Utama Jumlah
Ketinggian

Waktu Pemasangan
Hitunglah berapa pajak reklamenya

Jawab:

: 1 m2 x 1 Unit = 1 M 2
: 25 %

: 1 Tahun = 365 Mari
Rp 3.500 / M2/ Mari

NJOPR + ( NSL x NJOPR )

Rp. 3.500 + ( 25 % x Rp.3.500 / M2/ Hari )
Rp. 4.375 M2/ IIari

NSR x Tarif Pajak x Lama pemaaangan ( I Tahun )
= Rp. 4.375
= Pajak / M2/ Menit /Tahun x Lutis Durasi x

Ukuran Luas
Nilai Strategis Lokas di jalan utama
Waktu pemasangan
NJOPR

NSR

Pajak Reklame

/ M2/ Menit /Tahun
Jndi untuk luas 32 M 2
Jumlah Unit
Pajak Reklamenya

x 25 % x 305 - Rp. 399.218

Rp. 399.218 x I x 1 - Rp. 399.218



4. Rcklamc Knin

NJOPK/ M 2/ MKNIT/ II \Kl
KKTINCU.ilAN

< 9,99 ml 10 m s/d T >20 m
19.Q0 m

NO LOKASl NSL

KKLOMPOK JALAN
UTAMA/ PKOTOKOL

1.
25 %

KKLOMPOK JALAN K10LAS l2. 20 % 3.000 3.500'2.500

3. KKLOMPOK JALAN K10LAS II 15 %

10 %4. KKLOMPOK JALAN K10LAS 111

^3Contoh Perhiturman:

: ukuran 1 m x 1 in dipasang di jalan Ultima
: 1 buah

Rcklamc Kain
Jumlah Rcklame
Waktu Pcmasangan 1 Talma
Ilitunglah bcrapa pajak rcklamcnya per Tnhun ?

Jawab:

: 5 m2 x I lniahUkuran Luas

- 5 M 2

: 25 % Wakla prmaaanganNilai Strategis Lokas di jalan utama
: 1 bulan " 30 llari

= Rp 2.500 / M 2 / llari

= NJOPR + ( NSL x NJOPR )

= Rp. 2.500 + ( 25 % x Rp. 2.500 )

- Rp. 3.125 M 2/ 1 lari

= NSR x Tnrif Pajak x Lama pmmmangan
= Rp. 3.125 x 25 % x 1 - Rp. 7HI

= Pajak / M 2 / I x Luna x Jumlah Unil x Lama pnuaNangaii

= Rp. 781 x 5 x I x 30 - Rp. 117.150

NJOPR

O NSR

Pajak Rcklamc/ M 2/ 1 lari

Jadi untuk luas 5 M2

Pajak Reklamenya



.r». Kckltunc Manner
NJOPK / MJ / MENIT/ HARI

K KTINGGIAN
10 in s/d >20 m
10,99 m I

NSLNO IX )K ASI
< 9,99 m

KELOMPOK JALAN.
UTA M A/ PROTOKOL

l .
25 %

KELOMPOK JALAN KELAS I 20 %2.
9.500 10.5007.000

3. KELOMPOK JALAN KELAS II 15 %

A . KELOMPOK JALAN KELAS III 10 %

Contoh Perhitungan:o
Reklamc Banner :
Ultima Jumlnh Reklamc :
Waktu Pemasangnn :
llitunglah berapti pajak reklamenya perTahun ?

Jawalj:

ukuran 1 m x 5 m dipasang di jalan
1 buah
1 Tahun

Ukuran Luas : 5 m2 x I buah 5 M 2

Nilai Strutcgis Lokaai di jalan ultima

VVnklu prmaKjingnn

NJOPR
NSW

: 25 %

: 1 Inilan = 30 I lari

- K’p 7.000 / M 2/ Ilari- NJOPR + ( NSLx NJOPR )

- Rp. 7,000 i ( 25 % x K’p. 7.000)

- Rp, 8,750 M 2/ I lari

- NSR x Tin 'll' I 'ajak x Luna pcmasangan- Rp. 8,750 x 25 % x I - Rp. 2.188
Pajak Rcklamc/ M 2/hil

* Pa|ak/ M2/ I lari x Luas x Jumlab Uni! x Luna IViunsangan

- Rp, 2, IHH x b x I x 30
Jadi untuk luas !> M2

I 'ajaU Reklamenya - Rp, 328,200



( t . Reldmnr Hmiflo

JiJOPR /M2/HARINO NSLI 31KASI

KELOMPOK JALAN.
UFAMA/PKOTOKOL

1 .
25 %

KELOMPOK JALAN KELAS I 20 %2.

5.000
KELOMPOK JALAN KELAS II 15 %3 .

4. KELOMPOK JALAN KELAS III 10 %

Contoh Perhitungan :

-"v Reklame Bando
Utama Jumlah Reklame

ukuran D m x 10 m dipasang di jalan
: 1 buah

Waktu Pemasangan 1 Tahun
Hitunglah berapa pajak reklamenva per Tahun ?

Jawab:

Ukuran Luas
Nilai Strategis Lokasi di jalan utama

Waktu pemasangan
NJOPR
NSR

: 50 m2 x 1 buah = 50 M 2
25 "o

: 1 Tahun ** 365 Hurt
= Rp 5.000 / M2/Huri

= NJOPR + ( NSL x NJOPR )- Rp. 5.000 ( 25 % x Kp. 5.000 1- Rp. (».250 M2/1lari- NSR \ Tarif Pajak \ lama pemasangan- Rp. (».250 \ 25 % x Jo5 - Kp. 570.312- Pnjnk / M 2/ llari \ luas \ Jumlah Unit \ lama

Pajak Rcklnme/ M2/ hr

O
Jndi untuk luas 50 M 2
Pemasangan

Pajak Reklamenva Rp. I 5( »2 x 50 x I \ 30 Kp. 2.343.000



\ KYU.imo lUk'il Wlrti -tt
NJOI'R / Mi / HAKINSLl OKAS1NO

Kl’l OM1MK JAl AN .
lU'AMA I'KOTOKOl. 25 •'«

KKlOMlMk JAl AN KKI.AS 1 20 rt»

150.000
KKI.OM1 NAK JAl AN KK1 AS 110, 15 "o

4. KKI.OM1NJK JAPAN KKI.AS 111 10 °o.

Contoh IVrhitungan:

Reklame Balon Udam

Jumlah Reklame
Waktu Pemasangan
hari Hitunglah berapa pajak reklamenva per Tahun?

dipasang di jalan Utama

l buah
30

Jawab:

Jumlah Balon Udara : 1 Unit

Nilai Strategis Lokasi di jalan utama :
Waktu pemasangan
NJOPR

NSR

25 %
: 1 bulan = 30 Hari

= Rp 150.000 / M 2/ Hari

= NJOPR + ( NSL x NJOPR )

= Rp. 150.000 + ( 25 % x Rp. 150.000 )

= Rp. 187.500 / buah / Hari

= NSR x Tarif Pajak x Lama pemasangan

= Rp. 187.500 x 25 % x 1 = Rp. 46.875

Jadi untuk luas 50 M2 = Pajak/Buah/ Hari x Luas x Jumlah Unit x Uinta
Pemasangan

Pajak Reklamenya

Pajak Reklame/ M2/hr

= Rp. 46.875 x 1 x 30 = Rp. 1.406.250



8. Reklame Bcrjnlnn /Kendaraan

NJOPR/M2/HARINSLNO LOKASI

KELOMPOK JALAN.
UTAMA/PROTOKOL

1 .
25 %

KELOMPOK JALAN KELASI 20 %2.
4.000

KELOMPOK JALAN KELAS II 15 %3.

4. KELOMPOK JALAN KELAS III 10 %

Contoh Perhituncan:

Reklame Kendaraan

Jumlah Reklame
Wilayah Operasional
Utara Waktu Pemasangan
Hitunglah berapa pajak reklamenya per Tahun ?

Jawab:

Ukuran 1 M x 1 M

1 buah
Dalam Wilayah Kab.Lampung

1 Tahun

o

Jumlah Reklame Kendaraan Berjalan : 1 M2 x 1 M = 1 M2

Nilal Strategics Lokasi di jnlan utarna
Waktu Operasional
Utara Waktu pemasangan
NJOPR

25%

Dalam Wilayah Kab.Lampung
1 Tahun- Rp 4.000/ M2/Hnri NSR- NJOPR + (NSL x NJOPR)- Rp. 4.IKK) + ( 25 % x k'p. 4.000 )- Rp. 5.000 / M2/Hari- NSR x Tarif hijak x Uma pemasnngan- Rp. 5.000 x 25% x 365- Rp. 456.250

hijuk/MJ/ llari x Luas x Jumlah Unit Rank Reklamenya- Rp. 456.250 x 4 x 1 - Rp.1.825.000

O
Pajak Reklame/M2/hr

Jadi untuk luas 50 M2



9. Rcklame Film/ Slide

NSL NJOPR / M 2/ HAR1LOKASINO
*

KELOMTOK JALAN.
UTAMA/ PROTOKOL

1.
25 %

20 °oKELOMPOK JALAN KELAS 12.
10

15 poKELOMPOK JALAN KELAS 113.

KELOMPOK JA1JVN KEl-AS 11! 104.

Conh>h IVrhitutmm:

Reklamo Film/Slide
Jurnlah Reklamo
Wilavah Operasional
Utara Wnktu Operasional
Jika lama pemasangan 1 (satu) bulan, Hitting berapa pajak reklamo per bulan ?

Jawah:

Ukuran 5 M x 10 M

1 unit
Dalam Wilavah Kab.lampung
20 Menit / ilari

50 M2 \ 1 Unit 50Ukuran luas :
M 2 Nilai Stratogis Lokasi di jalan utama
Ourasi lklan

Limn pemasangan
hart NJOPR

25 ‘V
: 20 Menit / hari 1200 IVtik / llari

: 1 bulan - 30
Rp 10/ MJ / lVtik- NJOPR ( NSl x NJOPR 1- Rp. 10 * | 25 'V \ Rp. 251

NSR

O
Rp.

1 '2.5/ M'2 / l Vtik / Hari Pajak Reklamo/ MJ / IVtk / hari
NSR \ Taril

- Rp. 12.5 x 25 %

- Pajak / M 2/ l Vtik / Hari x 1 uas x Ourasi x
Jurnlah Unit x lama pemasangan

- Rp, 3.125 x 50 x 1.200 x 1 \ 30 - Rp. 5.025.000

Rp. 3.1 25

Pajak Reklnmenva



10. Keklnmr Suiira

NJOPK/ M2/ IIAK1NHLNO U)KASl

KELOMPOK JALAN.
UTAMA/PROTOKOL

1 .
25 %

20 %KELOMPOK JALAN KELAS I2.
750

KELOMPOK JALAN KELAS II 15 %3.

KELOMPOK JALAN KELAS III 10 %4.

Contoh Pcrhitunean:

Rcklamc Suara
Dalam Wilayah

Kab.Lampung Utara Waktu Operasional 300 Detik/ hari

Hitung berapa pajak reklame per

bulan ? Jawab:

Wilayah Operasional

Nilai Strategis Lokasi di jalan utama :
25 %

Durasi Iklan
Detik/ hari Lama pemasangan
hari

:300
30

= Rp 750/M2/Detik

= NJOPR + ( NSL x NJOPR )

= Rp. 750 / Detik + { 25 % x Rp. 750)

= Rp. 938 / Detik

Pajak Reklame/Detik/Hari = NSR x Tarif Pajak x Durasi x Lama Pemasangan
= Rp. 938 x 25 % x 300 x 30 = Rp. 2.109.375

NJOPR

NSR

O

BUPATI UTARA,

BUm UTOMO
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I.AME/EAN y.X\X
EKRATURAN DUEATI LAMEUNO UTAKA
NOMOK / / TAHUN 2021
IKNTANO
TATA CARA I'KMUHGUTAN, REMEKJKSAAN,
I'ENGAWASAN DAN RENGHAEUSAN 1'A.JAK
DAERAH

BENTUK STIKER EERINGATAN DAN STIKER
RENUTUEAN SEMENTARA

r
J r . *

PERINGATAN
WAJIB PAJAK INI DALAM

PEMANTAUAN PEMAKAIAN ALAT
PEREKAM TRANSAKSI/ TAPPING BOX

MELANGGAR PERDA NO I TAHITI 2024
DAN PERBUP NO 14 TAHUN 2024

Barang siapa dcngan sengaja dan melawan hukum menghancurkan. mcrusakkan.mesnb&n tak iarxi:
dipakai alau mcnghilangkan barang sesuatu > ang scluruhm a atau Sehagun null c?ar.g 1am,

dcngan pidana pcnjara paling lama 2 (dual tahun S (ddapanl bulan ataupidana dtnda pa'--.g bsrA ak Rr
4500,- (cmpat nbu lima ratus rupiah). Pasal 4cY* a>at (11 Kl~K?

4#
TERL'v;.

-

ODDTTQJTQJEP SEMENTARA
MELANGGAR PERtDA NO I TAHUN 2024

DAN PERBUP NO 14 TAHUN 2024
Barang siapa dcngan sengaja dan nielawan hukum menghancurkan. merusahkan. memhikm tak dapat
dipakai atau mcnghilangkan barang sesuatu yang scluruhm a atau ScKigian nulik orang lam. duincam

dcngan pidana pcnjara paling lama 2 (dua) tahun S (delapan) bulan atau pidana vienda paling hanyak Rp
4500,- (empat nbu lima ratus rupiah). Pasal 40u ayat (O KIHIP

BUPATI LAMPUNG UTARA,

BUD .UTuMO





EAMPIRAN X X X I
I'KKATUKAN HUPATI LAMPUNG UTAliA
NOMOR /Y TAJ IUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMER1K8AAN,
I'ENOAWASAN DAN PENGIIAPU8AN PA.JAK
DAERAM

BENTUK STEMPEL PENGESAHAN
PEMASANGAN REKLAME

' DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN

LAMPUNG UTARA

TANGGALPARAF

BERL D I : :

BUPATI LAMPUNG UTARA,


